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PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 135 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan pasal 15 (Ayat 1),
bahwa :

1. Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja

(Renja) Perangkat Daerah.



Mengingat

2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan
RKPD.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Rencana
Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencan
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor
09);

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022



MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

10.

11.

12.

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 65 Tahun 2017
tentang Pengesahan Rancangan Akhir Renstra Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2017-2022;

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 98 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 211 Tahun
2019 tentang Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun
2017-2022 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021
merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 yang memuat program,
kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai

indikator kinerja.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan

ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Musi BanyuasinTahun 2021.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
mengevaluasi capaian pelaksanaan Renja Badan pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2021.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah
dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 03 Januari 2020

KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

MIRWAN SUSANTO,SE.,M.M

Pembina TK. |
NIP. 19751029 200003 1 002
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KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 099 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATGAS PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : g pahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan pasal 15
(Ayat I), bahwa :

1. Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah.

2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan
RKPD.



Mengingat

b. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Tim Penyusun
Rencana Kerja Tahun 2021 di Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

10.

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerabh;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);

. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 09

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor
09);

. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11

Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 65 Tahun 2017
tentang Pengesahan Rancangan Akhir Renstra Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2017-2022;



Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 98 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

12. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 211 Tahun
2019 tentang Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun
2017-2022 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Satgas Penyusun Rencana Kerja (Renja)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2021 dengan susunan tim
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kepada Tim sebagaimana tersebut pada diktum pertama

diatas mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menghimpun semua data baik yang bersifat Administrasi
Umum maupun Operasional yang akan dilaksanakan pada
Tahun Anggaran 2021.

b. Melakukan koordinasi, konsultasi kepada pihak-pihak
terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2021.

c. Melakukan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 2021.



KETIGA

. Melakukan Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 2021.

. Melakukan Perbaikan/Revisi Penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Tahun 2021 sesuai dengan perkembangan kinerja,
tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

. Melaporkan perkembangan Penyusunan/Evaluasi

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 kepada Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Sekayu
padatanggal 13 Januari 2020

KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

MIRWAN SUSANTO,SE.,M.M

Pembina TK. |
NIP. 19751029 200003 1 002



Lampiran |

Keuangan dan Aset
Kabupaten Musi Banyuasin.

Nomor : 099 /[KPTS/BPKAD/2020

Tanggal : 13 Januari 2020

Pembentukan Tim Satgas Penyusun Rencana Kerja (Renja)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun 2021

No. | Jabatan Dalam Tim

Jabatan

1. | Penasehat

Kepala BPKAD Kab. Muba

2. | Koordinator

Sekretaris BPKAD Kab. Muba

3. | Sekretaris

Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan BPKAD Kab. Muba

4. | Anggota

Kabid. Anggaran

Kabid. Perbendaharaan

Kabid. Akuntansi

Kabid. Pengelolaan Aset Daerah
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
Kasubbag. Keuangan dan Aset
Kasubbid. Anggaran |

Kasubbid. Anggaran I
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Kasubbid. Anggaran Il
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. Kasubbid. Perbendaharaan |
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. Kasubbid. Pengelolaan Aset |
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. Kasubbid. Pengelolaan Aset Il
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. Kasubbid. Pengelolaan Aset lll

Keputusan Kepala Badan Pengelola

. Kasubbid. Akuntansi Penerimaan Daerah
Kasubbid. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

. Kasubbid. Akuntansi Pengeluaran Daerah.




19.
20.
21.
22.

Tanti Rohyati,A.Md
Mardiana

Solihan

Eko Saputra, A.Md

Sekayu, 13 Januari 2020
KEPALA BADAN

PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ri l
MIRWAN SUSANTO,SE.,M.M

Pembina TK. |
NIP. 19751029 200003 1 002




Rencana Kerja (Renja)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

KATA PENGANTAR

Sebagai penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja
(RENJA) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai acuan dalam
menetapkan prioritas program dan alat pengendali dalam menyelaraskan
program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 telah ditegaskan bahwa pemberian kewenangan yang
luas kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan
membutuhkan mekanisme perencanaan yang dapat menjamin keselarasan

dan keseimbangan pembangunan dalam berbagai tingkatan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin dimaksudkan untuk
mengemban tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2017 —
2022 yang dituangkan dalam rencana kerja selama satu tahun. Untuk
tercapainya tujuan tersebut, kebijakan yang diambil diarahkan pada Kebijakan
penyediaan sarana dan prasarana kerja, penegakan disiplin dan budaya kerja,
peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bimtek/diklat, pemantapan
administrasi keuangan daerah, mewujudkan administrasi keuangan daerah
sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah untuk meningkatkan kinerja
Badan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka meningkatkan

kualitas pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Di dalam Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah pada Tahun 2020 ini ditetapkan rencana capaian atau target
kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran

dan kegiatan.

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Rencana Kerja (Renja)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Dengan didukung oleh 6 program dan 50 kegiatan untuk mencapai Visi
Kabupaten Musi Banyuasin “Menuju Muba Maju Berjaya 2022” untuk
mendukung visi tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai Tujuan yaitu Meningkatkan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapainya
dalam Tahun 2021 ini. Keberhasilan dalam pelaksanaan Recana Kerja ini
sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas dan
fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Akhirnya semoga Rencana Kinerja yang disusun ini dapat bermanfaat

bagi terselenggaranya good governance di Kabupaten Musi Banyuasin.

SEKAYU, 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

’i (
MIRWAN SUSANTO, SE., MM

PEMBINA TK. | (IV/b)
NIP. 19751029 200003 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Rencana Kerja (Renja)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
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Rencana Kerja (Renja)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
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Rencana Kerja (Renja)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

BAB |

PENDAHULUAN
| .1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan dalam
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan satu kesatuan tata
cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan vyaitu jangka panjang 20 (dua puluh) tahunan yang disebut
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), jangka menengah 5 (lima)
tahunan disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan
rencana tahunan disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk
Rencana Lima Tahunan Rencana Kerja Perangkat Daerah disebut Renstra PD
dan untuk rencana tahunan RKPD disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja PD).

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor
82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin merupakan rencana kerja tahunan yang juga

merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola
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Rencana Kerja (Renja)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan mengacu pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Gambaran tentang hubungan antara Renja PD dengan dokumen
perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan
pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana

ditunjukkan pada Gambar 1.1

Gambar 1.1.

Hubungan Renja SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

UU No. 25/2004 ttg Sistem Perencanaan >

Pembanaunan Nasional «— UUNo. 17/2003 tig

Keuangan Negara

Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang
diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra PD
setiap tahunnya yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja) PD akan
dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD satu
tahun ke depan. Dengan demikian Perangkat Daerah dapat menentukan

besaran anggaran yang diperlukan dalam upaya melaksanakan program dan
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Rencana Kerja (Renja)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

kegiatan yang telah ditetapkan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat
dicapai dan secara bertahap akan memenuhi target yang telah ditetapkan

dalam dokumen Renstra-PD.

| 2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Keuangan Negara.

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Rencana Kerja (Renja)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
pembangunan Daerah.

Peraturan Presiden N0.29/2014 tentang SAKIP.

Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP No. 08 Tahun
2008.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013.

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 09 Tahun 2016
tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2017-2022.

Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 65 Tahun 2107 Tentang
Pengesahan Rancangan Akhir Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022.

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 98 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peratura Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
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Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

21. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 211 Tahun 2019 tentang Reviu
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

| .3 Maksud dan Tujuan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten

Musi Banyuasin merupakan lembaga unsur penunjang Pemerintah Daerah.

Guna mendukung Visi Muba yaitu “Menuju Muba Maju Berjaya 2022”

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Muba
mempunyai Rencana Kerja (Renja) yang dimaksudkan memberikan
arahan  bagi seluruh Aparatur BPKAD sehingga tugas dan fungsi Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan
pengelolaan keuangan tahunan yang Transparan, Akurat, akuntabel dan
Terdepan (TAAT);

2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur pengelolalan keuangan
dalam perumusan substansi perencanaan tahunan yang lebih jelas, rinci
dan terukur dan difokuskan pada pencapaian visi dan  misi
kabupaten guna tercapainya efektifitas dan efisiensi pembangunan
dengan mengacu pada Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah dan RPJMD Kab. Muba Tahun 2017-2022 dengan benar-benar
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Rencana Kerja (Renja)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh
dan berkembang ;

3. Memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang dan tanggung
jawab masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam

mengelola tugas dan pungsi;

Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin meliputi:
Bab I PENDAHULUAN, vyang berisi 1.1. Latar Belakang, 1.2.
Landasan Hukum, 1.3. Maksud dan Tujuan dan |.4. Sistematika
Penulisan.
Bab Il HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU, berisikan 11.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun
Lalu dan Capaian Renstra PD, 11.2. Analisis Kinerja Pelayanan
PD, II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
PD, Il.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, II.5.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab I TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN terdiri 1ll.1.
Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional, 1ll.2. Tujuan dan
Sasaran Renja PD, 111.3. Program dan Kegiatan.
Bab IV.  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

Bab V  PENUTUP
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Rencana Kerja (Renja)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

[I.L1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra PD

Realisasi Belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun
2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 29.592.967.570,00 dari
Anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 31.629.174.600,00 yang terdiri dari :
1. Realisasi Anggaran Belanja Pegawali

2. Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa

Adapun rincian untuk masing-masing diuraikan di bawah ini :

1) Data Realisasi anggaran Belanja Pegawai yang terpakai pada BPKAD
Kab. Muba Per tanggal 31 Desember 2019. Realisasi anggaran belanja
pegawai sebesar Rp. 14.343.048.818,00 dari Anggaran sebesar Rp.
15.933.944.000,00. Anggaran Belanja Pegawai terdiri dari belanja
langsung dan belanja tak langsung, Realisasi Belanja Tidak Langsung
sebesar Rp. 13.154.536.818,00 dari anggaran dalam DPA sebesar Rp
14.695.010.000,00 dan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp.
1.188.512.000,00 dari anggaran dalam DPA sebesar Rp. 1.238.934.000,00

dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Ket
A. Belanja Pegawai
1 | Belanja Tidak Langsung 14.695.010.000,00 13.154.536.818,00
2 | Belanja Langsung 1.238.934.000,00 1.188.512.000,00
Total Belanja Pegawai 15.933.944.000,00 14.343.048.818,00
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2) Realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa yang terpakai (1 Januari s/d

31 Desember 2019) pada BPKAD Kab. Muba adalah sebesar Rp.

10.617.360.677,00 dari Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp
11.015.124.600,00 dengan rincian sebagai berikut :
Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Ket
B. Belanja Barang dan Jasa
1 | Belanja Bahan Pakai Habis 1.013.061.450,00 988.773.600,00
Kantor
2 | Belanja Jasa Kantor 1.916.800.000,00 1.844.078.804,00
3 | Belanja Premi Asuransi 138.000.000,00 111.408.900,00
4 | Belanja Perawatan 381.360.000,00 380.984.340,00
Kendaraan Bermotor
5 | Belanja Cetak dan 1.358.930.950,00 1.299.265.200,00
Penggandaan
6 | Belanja Sewa 16.500.000,00 14.900.000,00
Rumah/Gedung/Gudang/P
arkir
7 | Belanja sewa perlengkapan 8.000.000,00 4.000.000,00
dan peralatan kantor
8 | Belanja Makanan dan 463.622.000,00 437.092.050,00
minuman
9 | Belanja Pakaian Khusus 79.200.000,00 77.264.550,00
hari-hari tertentu
10 | Belanja Pemeliharaan 98.600.000,00 98.530.000,00
11 | Belanja Konsultasi 392.354.000,00 358.798.000,00
12 | Belanja Kursus, Pelatihan, 296.550.000,00 293.700.000,00
Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis PNS
13 | Belanja Honorarium Non 288.400.000,00 220.450.000,00
Pegawai
14 | Belanja Kontribusi 107.113.000,00 102.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 4.456.633.200,00 4.376.115.233,00
1 | Dalam Daerah 530.860.000,00 519.682.000,00
2 | Luar Daerah 3.925.773.200,00 3.856.433.233,00
Sub Total Belanja Barang dan Jasa 11.015.124.600,00 10.617.360.677,00

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Per program Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang

tercantum

dalam Anggaran Tahun 2019 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan

anggaran ini adalah sebesar Rp. 16.934.164.600,00 dan Realisasi sebesar Rp.
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16.438.430.752,00 pada Tahun 2019 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel berikut ini dengan rincian sebagai berikut :
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No. SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI CARAIAN
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan | Program Peningkatan dan 7.174.680.600,00 6.909.731.205,00 96,31
Daerah Pengembangan Pengelolaan
2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Keuangan Daerah
3. Terwujudnya peningkatan kapasitas kinerja aparatur 5.899.860.000,00 5.762.520.558,00 97,67
d - . Program Pelayanan
4, Terwujudnya kelancaran administrasi kantor Administrasi Perkantoran
. 2.759.120.000,00 2.699.865.915,00 97,65
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
. . 80.300.000,00 78.364.550,00 97,59
Program peningkatan disiplin
aparatur
Program Peningkatan 962.704.000,00 932.529.024,00 96,87
Kapasitas =~ Sumber  Daya
Aparatur
Program Peningkatan 57.500.000,00 55.419.500,00 96,38
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
16.934.164.600,00 16.438.430.752,00 97,07

Jumlah Total Anggaran ........cccceeeevieviieeivennenne
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Implementasi Rencana Strategis 2019 mencakup pelaksanaan 55
kegiatan dalam 6 program untuk mendukung 4 sasaran stratejik. Capaian
kinerja (performance results) selama Tahun 2019 dan Berdasarkan Rencana
Strategis (Renstra) 2017-2022, telah ditetapkan 6 program yang telah

dilaksanakan periode 2017-2022.

Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai Visi dan Misi yang telah
ditetapkan, maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan
kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata,
sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa
instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan
merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari
pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi

Kabupaten Musi Banyuasin.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategis dalam
rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya
harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan
fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 dan sebagai langkah
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dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Musi Banyuasin, maka program

dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2019 adalah

sebagai berikut :

Program utama yang menunjang tugas dan fungsi Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah adalah:

1). Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Kegiatan :

1. Penyusunan Standar Satuan Harga

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD

4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD

5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD

6. Penyusunan Rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

7. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

8. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen
Daerah (SIMDA)

9. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Pengelolaan
Keuangan Daerah

10. Asistensi dan Verifikasi RKA dan DPA SKPD

11. Penyelenggaraan Kegiatan SKPKD

12. Updating Database dan Pemeliharaan Pengelolaan SIM Gaji

13. Pelaksanaan Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah

14. Publikasi APBD Kab. Muba

15. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran APBD.

16. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
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19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.

Rencana Kerja (Renja)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Penyusunan Laporan Realisasi APBD.

Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah, Bantuan Sosial, dan
Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengembangan, Pemeliharaan Aplikasi Barang Milik Daerah.
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan BMD/UPB.

Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang
Inventaris Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

Penghapusan BMD.

Pemindahtanganan BMD.

Penyusunan Laporan Dana Bergulir dan Dana Penyertaan
Modal Pemerintah.

Pendataan BMD.

Penilaian dan Pemamfaatan BMD.

Penyusunan Peraturan tentang pengelolaan BMD

Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan manual (NSPM)
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pedoman
akuntansi keuangan daerah.

Sosialisasi regulasi tentang pedoman akuntansi keuangan
daerah.

Pengelolaan e-budgeting.

Pengamanan dan Pengendalian BMD

2). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor.
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4).

5).

6).

Rencana Kerja (Renja)
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7. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

13. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Kegiatan :

1. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor

4. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

Program Peningkatan disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

2. Peningkatan Kapasitas teknis Aparatur.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

2. Penyusunan Rancangan Kerja dan Penetapan Kinerja

Dari hasil Evaluasi Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah dan Penjelasan diatas dapat dilihat pada table dibawah ini :
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Rencana Kerja (Renja)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPKAD DAN PENCAPAIAN RENSTRA BPKAD S/D TAHUN 2020

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NAMA PD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Tabel 2.1
Target dan Realisasi Kinerja Program Per_klraan Realisasi
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) CaIpalEn TEEe Ren;tra
- ; SKPD s/d Tahun berjalan
arge Realisasi Target
. Kinerja N s Target Program L Tingka
Urusan/Bidang Indikator Kinerja Program Capaian et sl dan Kegiatan Realisasi tg
Kode U A (outcome) dan Kegiatan Program AT EE Ti (Renja SKPD Capaian i Keteran
e ing Capaia
Daerah dan (output) (Renstra Keluaran Kegiatan . Realisasi Tahun (n-1) Program dan gan
Program/Kegiatan P s/d dengan Tahun | Ta&rgetRenja Renja SKPD kat Kegiatan s/d n
PD) Tahun 2018 (n-3) SKPD Tahun e Reali Tahun 2020 o Realisa
2020 2019 (n-2) a un2 e sasi b al le si
(n-2) %) erjalan Target
(Tahun n-1) R
Tahun 2020 a (%)
8 11
a 2 £ £ 2 ® v (716) ¥ 10 (5+7+9) (10/4) -
URUSAN Urusan Pemerintah Fungsi
Penunjang Keuangan
4.01 BIDANG URUSAN Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah
4.01 01 | 4.00.04.01 | 01 Program Pelayanan 1 Persentase
Administrasi pemenuhan
Perkantoran. adiministrasi
perkantoran
2 Persentase
pemenuhan sarana
dan prasarana
aparatur
4.01 01 | 4.00.04.01 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Output | Tersedianya 12 Bulan 24 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 48 Bulan 4,00
Komunikasi, Sumber Pembayaran
Daya Air dan Listrik rekening Listrik, air,
telepon dan tv
kabel/internet
4.01 01 | 4.00.04.01 | 01 | 05 | Penyediaan Jasa Output | Tersedianya Biaya 15 Unit 24 Unit 12 Unit 12 Unit 100 13 Unit 49 Unit 3,27
Jaminan barang Milik Premi Asuransi
Daerah Kendaraan BPKAD
Kab Muba
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4.01 01 | 4.00.04.01 | 01 | 06 | Penyediaan Jasa | Output | Tersedianya 12 Unit 24 Unit 12 Unit 12 Unit 100 13 Unit 49 Unit 4,08
Pemeliharaan  dan Pembayaran Pajak
Perizinan Kendaraan Kendaraan Roda 4
Dinas/Operasional (Empat)
4.01 01 | 4.00.04.01 | 01 | 10 | Penyediaan Alat | Output | Tersedianya ATK 62 Jenis 126 Jenis 60 Jenis 60 Jenis 100 62 Jenis 248 Jenis 4,00
Tulis Kantor
4.01 01 | 4.00.04.01 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Output | Tersedianya Barang 17 Jenis 36 Jenis 21 Jenis 21 Jenis 100 17 Jenis 74 Jenis 4,35
Cetakan dan Cetak
Penggandaan Tersedianya Biaya 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1,00
Penggandaan
4.01 01 | 4.00.04.01 | 01 | 12 | Penyediaan Output | Tersedianya 20 Jenis 46 Jenis 20 Jenis 20 Jenis 100 20 Jenis 86 Jenis 4,30
Komponen Instalasi Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Listrik
Bangunan Kantor
4.01 01 | 4.00.04.01 | 01 | 13 | Penyediaan Output | Tersedianya 0 0 - 27 Jenis 27 Jenis - 0 - 27 Jenis 0,00
Peralatan dan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor perlengkapan Kantor
4.01 01 | 4.00.04.01 | 01 | 14 | Penyediaan Output | Tersedianya 40 Jenis 74 Jenis 37 Jenis 37 Jenis 100 40 Jenis 151 Jenis 3,78
Peralatan Rumah Peralatan Kebersihan
Tangga dan Bahan
Pembersih
4.01 01 | 4.00.04.01 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan | Output | Tersedianya Bahan 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 100 2 Jenis 6 Jenis 3,00
Bacaan dan bacaan dan buku
peraturan peraturan perundang-
Perundang- undangan
undangan
4.01 01 | 4.00.04.01 | 01 | 17 | Penyediaan Output | Tersedianya biaya 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 100 2 Jenis 6 Jenis 3,00
Makanan dan makan minum rapat
Minuman dan tamu
4.01 01 | 4.00.04.01 | 01 | 18 | Rapat-rapat Output | Terlaksananya 45 64 Org/hr/kali 32 Org/h 32 Org/hr 100 45 orang/k 141  orang/ 3,13
Koordinasi dan koordinasi dan orang/kali r/kali /kali ali kali
Konsultasi Keluar konsultasi ke luar
Daerah daerah
4.01 01 | 4.00.04.01 | 01 | 19 | Rapat-rapat Output | Terlaksananya 24 48 Org/hr/kali 24 Org/h 24 Org/hr 100 24 orang/k 96  orang/ 4,00
Koordinasi dan koordinasi dan orang/kali r/kali /kali ali kali
Konsultasi Dalam konsultasi ke dalam
Daerah daerah
4.01 01 | 4.00.04.01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa | Output | Tersedianya jasa 63 Orang 114 Org 63 Org 63 Org 100 63 Orang 240  Orang 3,81
Pendukung pendukung
Administrasi administrasi
Teknis/Perkantoran perkantoran
4.01 01 | 4.00.04.01 | 02 Program 1 Persentase
Peningkatan pemenuhan
Sarana dan adiministrasi
Prasarana perkantoran
Aparatur.
2 Persentase
pemenuhan sarana
dan prasarana
aparatur
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4.01 01 | 4.00.04.01 | 02 | 01 | Pembangunan Output | Tersedianya Gedung - - - - - - - - 0,00
Gedung Kantor Kantor
4.01 01 | 4.00.04.01 | 02 | 05 | Pengandaran Output | Tersedianya - - - 2 Unit 2 Unit 100 - - 2 Unit 0,00
Kendaraan kendaraan Dinas
Dinas/Operasional Roda 2
4.01 01 | 4.00.04.01 | 02 | 24 | Pemeliharaan Output | Tersedianya suku 12 unit 24 Unit 12 Unit 12 Unit 100 12 unit 48 unit 4,00
rutin/berkala cadang dan BBM
Kendaraan kendaraan dinas
Dinas/Operasional
4.01 01 | 4.00.04.01 | 02 | 28 | Pemeliharaan Output | Tersedianya biaya 9 Jenis 20 Jenis 3 Unit 3 Unit 100 9 Jenis 32 Jenis 3,56
rutin/berkala pemeliharaan
Peralatan Gedung peralatan / mesin
Kantor
4.01 01 | 4.00.04.01 | 02 | 42 | Rehabilitasi Output | Terlaksananya - 5 Unit 2  Paket 2 Paket 100 0 - 7 Paket 0,00
sedang/berat gedung Rehab Gedung
Kantor Kantor
4.01 01 | 4.00.04.01 | 03 Program 1 Persentase
Peningkatan pemenuhan
Disiplin Aparatur adiministrasi
perkantoran
2 Persentase
pemenuhan sarana
dan prasarana
aparatur
4.01 01 | 4.00.04.01 | 03 | 01 | Pengadaan pakaian Output | Tersedianya Pakaian 143 199 - - - 0 - 100 143 Org/ 342 Org/ 2,39
dinas beserta Dinas beserta org/Stel stell stell
perlengkapannya Perlengkapannya
4.01 01 | 4.00.04.01 | 03 | 05 [ Pengadaan pakaian | Output | Tersedianya Pakaian 143 398 - 131  Org/st 131 Org/st 100 143 Org/ 672 Org/ 4,70
khusus hari-hari Batik dan Olahraga org/stel ell ell stell stell
tertentu
4.01 01 | 4.00.04.01 | 05 Program 1 Persentase
Peningkatan pemenuhan
Kapasitas Sumber adiministrasi
Daya Aparatur perkantoran
2 Persentase
pemenuhan sarana
dan prasarana
aparatur
4.01 01 | 4.00.04.01 | 05 | 01 Pendidikan dan Output | Pengiriman Peserta 3 Orang 0 - 3 Oran 3 Orang 100 2 Orang 5 Orang 1,67
pelatihan formal Diklat PIM 111 & PIM g
\%
4.01 01 | 4.00.04.01 | 05 | 04 Peningkatan Output | Pengiriman Peserta 8 Orang 10 Orang 63 Oran 63 Orang 100 8 Orang 81 Orang 10,13
Kapasitas Teknis Diklat Pengelolaan g
Aparatur Keuangan

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN




Rencana Kerja (Renja)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

4.01 01 4.00.04.01 | 06 Program 1 Persentase
Peningkatan pemenuhan
Pengembangan adiministrasi
Sistem Pelaporan perkantoran

Capaian Kinerja
dan Keuangan

2 Persentase
pemenuhan sarana
dan prasarana
aparatur
4.01 01 | 4.00.04.01 | 06 | 01 | Penyusunan Output | Tersusunnya LKjIP, 3 laporan 2 Laporan 3 Lapor 3 Lapor 100 3 laporan 8 lapora 2,67
Laporan Capaian LPPD dan LKPJ an an n
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
4.01 01 | 4.00.04.01 | 06 | 05 | Penyusunan Output | Tersusunnya 2 laporan 2 Laporan 2 Lapor 2 Lapor 100 2 laporan 6 lapora 3,00
Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan an an n
Penetapan Kinerja Perjanjian Kinerja
OPD
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 01 | Penyusunan analisa Output | Tersusunnya standar 2 0 - 2 Doku 2 Doku - 2 Dokum 4 Doku 2,00
standar belanja biaya dan standar Dokumen men men en men

perjalanan dinas

4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 02 | Penyusunan Standar | Output | Tersusunnya - 1 Buah - - 0 - 100 0 - 1 Buah 0,00
Satuan Harga Standar Biaya
Tersusunnya - 1 Buah - - 0 - 0 - 1 Buah 0,00
Standar  Perjalanan
Dinas
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 06 | Penyusunan Output | Tersusunnya 3 2 Dokumen 3 Doku 3 Doku 100 3 Dokum 8 Doku 2,67
Rancangan Raperda Pra, Pasca Dokumen men men en men
Peraturan Daerah dan Perda
tentang APBD
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 07 | Penyusunan Output | Tersusunnya 3 dokumen 2 Dokumen 3 Doku 3 Doku 100 3 Dokum 8 Doku 2,67
Rancangan Raperbup Pra, men men en men
Peraturan KDH Raperbup Pascadan
tentang Penjabaran Perbup
APBD
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 08 | Penyusunan Output | Tersusunnya 3 2 Dokumen 3 Doku 3 Doku 100 3 Dokum 8 Doku 2,67
Rancangan Raperda Pra, Pasca Dokumen men men en men
Peraturan Daerah dan Perda
tentang Perubahan
APBD
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4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 09 | Penyusunan Output | Tersusunnya 3 2 Dokumen 3 Doku 3 Doku 100 3 Dokum 8 Doku 2,67
Rancangan Raperbup Pra, Dokumen men men en men
Peraturan KDH Raperbup Pascadan
Daerah tentang Perbup
Penjabaran
Perubahan APBD
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 10 | Penyusunan Output | Raperdatentang 1 2 Dokumen 1 Doku 1 Doku 100 1 Dokum 4 Doku 4,00
Rancangan Pertanggungjawaban Dokumen men men en men
Peraturan Daerah APBD
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 11 | Penyusunan Output | Tersusunnya 1 2 Dokumen 1 Doku 1 Doku 100 1 Dokum 4 Doku 4,00
Rancangan Raperbup tentang Dokumen men men en men
Peraturan KDH Penjabaran
tentang Penjabaran pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Pelaksanaan APBD
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 15 | Bimbingan  Teknis | Output | Terlaksananya 135 Orang 200 Org 102 Oran 102  Orang 100 135 Orang 437  Orang 3,24
Implementasi Paket Bimtek implementasi g
Regulasi paket regulasi
Pengelolaan
Keuangan Daerah
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 20 | Pengembangan dan | Output | Terlaksananya 1 aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplika 1 Aplika 100 1  Aplikasi 1  Aplika 1,00
Pemeliharaan pemeliharaan si si si
Sistem Informasi program aplikasi,
Manajemen Daerah database SIMDA
(SIMDA) keuangan PD dalam
Kabupaten Musi
Banyuasin
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 21 | Asistensi dan | Output | Terlaksananya 4 8 Dokumen 4 Doku 4 Doku 100 4 Dokum 16 Doku 4,00
Verifikasi RKA dan asistensi dan Dokumen men men en men
DPA SKPD verifikasi RKA,
RKAP, DPA, DPPA
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 22 | Penyelenggaraan Output | Tersedianya laporan 12 Bulan 2 Dokumen 4 Doku 4 Doku 100 16 Dokum 22 Doku 1,83
Kegiatan SKPKD Penatausahaan Dana men men en men
Bansos, Hibah,
Subsidi dan
Penyertaan Modal
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 23 | Updating Database | Output | Terpeliharanya 1 aplikasi 21 Aplikasi 1 aplika 1 aplika 100 1 aplikasi 1 aplika 1,00
dan  Pemeliharaan sistem informasi si si si
SIM Gaji manajemen Gaji
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 24 | Pelaksanaan Output | Terlaksananya 5 Jenis 10 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 100 5 Jenis 20 Jenis 4,00
Penatausahaan penatausahaan
Administrasi administrasi
Keuangan Daerah keuangan daerah
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 25 | Publikasi APBD Output | Tersedianya publikasi 6 Jenis 12 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 100 6 Jenis 24 Jenis 4,00
APBD
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4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 26 | Penyusunan Output | Tersusunnya laporan 1 laporan 2 laporan 1 lapor 1 lapora 100 1 laporan 4 lapora 4,00
Laporan Keuangan realisasi APBD an n n
Semesteran APBD Semester 1 dan
Prognosis 6 bulan
berikutnya Pemkab
Muba
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 27 | Penyusunan Output | Tersusunnya laporan 1 laporan 2 Laporan 1 lapor 1 lapora 100 1 laporan 4 lapora 4,00
Laporan Keuangan Keuangan an n n
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Kab Muba
4.01 01 4.00.04.01 17 | 28 | Penyusunan Output | Laporan Realisasi 12 laporan 24 Laporan 12 lapor 12 lapora 100 12 laporan 48 lapora 4,00
Laporan Realisasi APBD Kab Muba an n n
APBD
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 29 | Bimbingan  Teknis | Output | Operator dan PPK - 100 Orang 0 - 0 - - 0 - 100 Orang 0,00
Penyusunan OPD yang mengikuti
Laporan Keuangan Bimtek
OPD Berbasis Akrual
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 30 [ Monitoring dan Output | Tersedianya laporan 16 2 Laporan 3 lapor 3 lapora 100 16 Lapora 21 Lapor 1,31
Evaluasi Dana Monitoring Dana Laporan an n n an
Hibah, Bantuan Hibah, Bansos dan
Sosial dan Alokasi Dana ADD
Dana Desa (ADD)
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 31 | Pengembangan, Output | Tersedianya 2 aplikasi 2 Aplikasi 2 aplika 2 aplika 100 2 aplikasi 6 aplika 3,00
Pemeliharaan pemeliharaan aplikasi Si Si Si
Aplikasi Barang Milik SIMDA BMD
Daerah
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 32 | Peningkatan Output | Terselenggaranya - - - | 177/ Oran 177/ Orang - - - 177/  Orang 0,00
Kapasitas Bimtek Pejabat 59 g/ 59 /PD 59 /PD
Pengelolaan Penatausahaan PD
BMD/UPB Barang\, Pengurus
Barang dan Operator
Simda BMD
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 33 | Penyusunan Output | Rekonsiliasi bahan 2 laporan 4 Laporan 2 lapor 2 lapora 100 2 laporan 8 lapora 4,00
Laporan penerimaan Penerimaan dan an n n
dan pengeluaran Pengeluaran Barang
barang inventaris inventaris
pemerintah kab.
Muba
4.01 01 4.00.04.01 17 | 34 | Penyusunan Output | Tersusunnya laporan 4 laporan 2 Laporan 5 lapor 5 lapora 100 4 laporan 11 lapora 2,75
Laporan Barang Milik BMD Tahunan, an n n
Daerah Kab. Muba Penyusutan BMD
tahunan, BMD
Semesteran,
Penyusutan BMD
semesteran, Reklas
BMD, Perubahan
Data BMD
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 35 | Penghapusan BMD Output | Laporan 15.000 unit Unit Unit 100 Aset bz Aset 4,00
Penghapusan BMD Aset 30.0 15.0 15.0 15.00 #
rusak berat dan 00 00 00 0
Pelelangan
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4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 36 | Pemindahtanganan Output | Terlaksananya 30 Unit 200 Unit 15 Unit 15 Unit 100 30 Unit 245 Unit 8,17
BMD Penjualan/Pelelangan
Terlaksananya Hibah 10 Unit 20 Unit 0 Unit 0 Unit 10 Unit 30 Unit 1,00
Masuk dan Hibah
Keluar
Terlaksananya P3D 150 Unit 300 Unit 0 Unit 0 Unit 150 Unit 450 Unit 15,00
Terlaksananya 50 Unit 100 Unit 0 Unit 0 Unit 50 Unit 150 Unit 5,00
Pengalihan status
penggunaan BMD
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 37 | Penyusunan Output | Tersusunnya laporan 2 laporan 2 Laporan 2 lapor 2 lapora 100 2 laporan 6 lapora 3,00
Laporan Dana Triwulan Dana an n n
Bergulir dan Dana Bergulir, Triwulan
Penyertaan Modal Dana Penyertaan
Pemerintah Modal
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 38 | Pendataan BMD Output | Terlaksananya 80 Unit 0 - 400 Tana 400 Tanah 100 80 Unit 480 Unit 6,00
Pendataan Ulang h
Aset Tanah dan
Bangunan
- 0 - 400 Bang 400 Bangu 100 400 Unit 0,00
unan nan
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 39 | Penilaian dan | Output | Terlaksananya 2 Penilaian 0 Penilaian 1 Penil 1 Penila 100 2 Penilaia 3 Penila 1,50
Pemamfaatan BMD Penjualan/Pelelangan aian ian n ian
Terlaksananya Hibah 2 Sewa 0 Sewa 2 Sewa 2 Sewa 100 2 Sewa 4 Sewa 2,00
Masuk dan Hibah menyewa Menyewa Meny Meny Menye Meny
Keluar ewa ewa wa ewa
Terlaksananya P3D 20 0 Penaksiran 15 Pena 15 Penak 100 20 Penaksi 35 Penak 1,75
Penaksiran ksiran siran ran siran
Terlaksananya 50 Pinjam 0 Pinjam - 50 Pinjam 50 Pinja 1,00
Pengalihan status Pakai pakai pakai m
penggunaan BMD pakai
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 40 | Monitoring dan | Output | Tersedianya data - 0 - 0 - 0 - - 0 - 0 - 0,00
Pemutakhiran data Laporan  Keuangan
Keuangan Perangkat PD yang Akurat dan
Daerah Terkini
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 41 | Penyusunan Output | Tersusunnya Perda - 0 - 1 Perda 1 Perda 100 0 - 1 Perda 0,00
Peraturan  tentang Pengelolaan BMD
Pengelolaan BMD dan Perbup SOP
Pengelolaan BMD
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 42 | Penyusunan norma, | Output | Tersusunnya Perbup - 0 - 5 Doku 5 Doku 100 0 - 5 Doku 0,00
standar, pedoman, SOP Belanja Subsidi men men men
dan manual (NSPM)
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 43 | Pengelolaan sistem Output | Program aplikasi - 3 Bulan - - 0 - 100 0 - 3 Bulan 0,00
Informasi Pelaporan Rekapitulasi Data
keuangan Laporan Keuangan
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Perangkat Daerah
berbasis Web
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 44 | Penyusunan Output | Tersusunnya 1 Dokumen 1 Doku 1 Doku 100 1 Dokum 3 Doku 3,00
Rancangan Raperbup tentang Dokumen men men en men
Peraturan KDH Pedoman
tentang Pedoman Penatausahaan
Akuntansi Keuangan Persediaan di
Daerah lingkungan Pemkab
Muba
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 45 | Sosialisasi Regulasi Output | Terlaksananya - 102 Oran 102  Orang 100 0 - 102  Orang 0,00
tentang Pedoman Sosialisasi untuk g
akuntansi keuangan bendahara dan
daerah pejabat °
penatausahaan
keuangan
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 46 | Bimtek Pengelolaan Output | Terselenggaranya - - - - - - - - - - 0,00
Keuangan Daerah Bimtek Pengelolaan
Keuangan Daerah B
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 47 | Pengelolaan e- Output | Terlaksananya - 1 Siste 1 Siste 100 1 Sistem 2 Siste 2,00
budgeting Proses Penyusunan . m m m
1 Sistem
Anggaran dengan
sistem e-budgeting
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 48 | Pengamanandan Output | Penyimpanan 27 Unit - 30  Sertifi 30 Sertifi 100 27 Unit 57 Sertifi 2,11
Pengendalian BMD Sertifikat Tanah, kat kat kat
Penyimpanan BPKB tanah tanah tanah
Kendaraan Roda 4 - 20 BPKB 20 BPKB 100 0 - 20 BPKB 0,74
dan Roda 2,
Penarikan - 15 Kend 15 Kenda 100 0 - 15 Kenda 0,56
Kendaraan, araan raan raan
Rekonsiliasi Fisik Dinas Dinas Dinas
BMD
4.01 01 | 4.00.04.01 | 17 | 50 | Penyusunan KUA Output | Tersedianya 2 - 0 - 0 - - 2 Dokum 2 Doku 1,00
dan PPAS Dokumen KUA - Dokumen en men
PPAS Induk
Tersedianya
Dokumen KUA -
PPAS Perubahan
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1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis capaian kinerja pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin didasarkan pada indikator kinerja
yang sudah ditetapkan didalam Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Tahun

2017-2022 yang juga ada dalam indikator di RPJMD Kab. Muba.

Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian
kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategik.

Sesuai dengan Renstra BPKAD 2017-2022, telah ditetapkan 2 sasaran
strategik dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja dan pencapaian Kkinerja

pelayanan untuk Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.2.

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Rencana Kerja (Renja)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Kabupaten Musi Banyuasin

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 2.2
SPM/st Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
No Indikator andar IKK Tahun 2019 | Tahun 2020 (thn | Tahun 2021 (thn | Tahun 2022 (thn | Tahun 2019 (thn | Tahun 2020 (thn | Tahun 2021 (thn | Tahun 2022 (thn | Analisis
nasional (thn n-2) n-1) n) n+1) n-2) n-1) n) n+1)
(@) @ @) 4 (©) (6) () 8) 9) (10) (11) (12) (13)
1 Predikat Laporan - - WTP - - - WTP - - -
Keuangan Daerah
2 Penetapan APBD Tepat/ Tepat - - - Tepat - - -
tidak
tepat waktu tepat
3 Laporan Keuangan Tepat/ Tepat - - - Tepat - - -
Pemerintah tidak
Daerah (LKPD) tepat
tepat waktu.
4 % Laporan % 75% - - - 100% - - -
Keuangan PD
tepat waktu
5 % Penatausahaan % 75% - - - 90% - - -
BMD yang tertib.
6 % Aset yang % 74% - - - 50% - - -
menjadi temuan
BPK
7 Proses Tepat/ Tepat - - - Tepat - - -
Penyusunan APBD l‘e'dak
pat
Kab. Muba tepat
waktu
8 % Penyamapaian % 85% - - - 100% - - -
RKA OPD tepat
Waktu
9 Indeks Kepuasan % 85% - - - 86,69% - - -
Masyarakat
10 SP2D yang % 97% - - - 100% - - -

diterbitkan sesuai
dengan ketentuan
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SPMIst Target Renstra OPD Realisasi Capaian Proyeksi
No Indikator andar IKK Tahun 2019 | Tahun 2020 (thn | Tahun 2021 (thn | Tahun 2022 (thn | Tahun 2019 (thn | Tahun 2020 (thn | Tahun 2021 (thn | Tahun 2022 (thn 2?,;?;2
nasional (thn n-2) n-1) n) n+1) n-2) n-1) n) n+1)
(1) (2 (3) 4 (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
1 % OPD yang - % - 100% 100% 100% - 51% 100% 100%
menerapkan
Anggaran Berbasis
Kinerja (ABK)
2 % Laporan - % - 100% 100% 100% - 50% 100% 100%
keuangan OPD
sesuai SAP
3 % Pencairan dana - % - 100% 100% 100% - 49,78% 100% 100%
on skedul
4 % Data aset yang - % - 100% 100% 100% - 50% 100% 100%

akurat
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Sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2019, implementasi Rencana
Strategis 2017-2022 mencakup pelaksanaan 55 kegiatan dalam 6 program

untuk mendukung 4 sasaran strategik Capaian kinerja (Perfeormance Results).

selama Tahun 2019 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target | Realisasi
1. | Meningkatnya 1. | Predikat Laporan | Opinilaporan | WTP WTP
kuallitas Keuangan keuangan
Pengelolaan Daerah OPD Kab.
Keuangan Muba
Daerah. 2. | Laporan Tepat/ Tidak | Tepat Tepat
Keuangan Tepat
Pemerintah
Daerah (LKPD)
tepat waktu.
3. | % Laporan (%) 75% 100%
Keuangan
Perangkat
Daerah tepat
waktu.
4. | % (%) 75% 90%
Penatausahaan
BMD yang tertib
5. | % Aset yang (%) 74% 50%
menjadi temuan
BPK tahun
berkenaan
6. | Penetapan APBD | Tepat/Tidak | Tepat Tepat
Tepat Waktu Tepat
7. | Proses Tepat / Tidak | Tepat Tepat
Penyusunan Tepat
APBD Kab. Muba
tepat waktu
8. | % Penyamapaian (%) 85% 100%
RKA OPD tepat
Waktu
2 | Meningkatnya 9. | Indeks Kepuasan (%) 85% 86,69%
Kualitas Masyarakat
Pelayanan 10. | sSP2D yang (%) 97% 100%
Publik diterbitkan sesuai
dengan ketentuan
3. | Terwujudnya 1. | Persentase Persentase 95% 95%
peningkatan pemenuhan (%)
kapasitas adiministrasi
kinerja aparatur perkantoran
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4. | Terwujudnya Persentase Persentase 90% 90%
kelancaran pemenuhan (%)
administrasi sarana dan
kantor prasarana
aparatur

Rincian analisis capaian masing-masing tujuan dan sasaran sasaran

kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan daerah

Untuk mewujudkan tujuan diatas telah ditetapkan 1 (satu) Sasaran
Strategis, dengan 2 (dua) indikator yang telah dilaksanakan dengan tingkat

pencapaian dijelaskan di bawah ini :

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019.

a) Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
Untuk mendukung pencapaian sasaran diatas terdapat 2 (dua)
indikator yaitu :

1. Predikat Laporan Keuangan Daerah
2. Penetapan APBD Tepat Waktu

1. Indikator kinerja Predikat Laporan Keuangan Daerah dengan
capaiannya adalah sebagai berikut :
Capaian
Indikator Kinerja Tahun 2019

Satuan Target | Realisasi Capaian %
Opini
Predikat laporan laporan

1 | keuangan daerah keuangan WTP WTP 100%
OPD Kab.

Muba

Capaian Indikator Predikat Laporan Keuangan Daerah adalah
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Tagert WTP dan Realisasi
WTP dengan capaiannya 100%. Berdasarkan Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin untuk Tahun Anggaran 2018 Nomor

01.A/LHP/XVII.PLG/2019 tanggal 15 Maret 2019, bahwa dengan

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Rencana Kerja (Renja)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

memperhatikan kesesuaian Laporan keuangan dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas
sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan
perundang undangan. BPK-RI memberikan Opini Wajar Tanpa
Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin yang terdiri dari :

Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Neraca.

Laporan Operasional.

Laporan Arus Kas.

Laporan Perubahan Ekuitas.

N ok~ wbhRE

Catatan atas Laporan Keuangan.

Hal ini didukung oleh Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan
didukung oleh Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pengembangan dan
Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA),
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran APBD, Penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penyusunan Laporan
Realisasi APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Pedoman Akuntansi Keuangan Daerah, Sosialisasi Regulasi

tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Daerah.

2. Indikator Kinerja Penetapan APBD Tepat Waktu dengan

capaiannya adalah sebagai berikut :
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Capaian

Indikator Kinerja Tahun 2019

Satuan Target Realisasi Capaian %

Penetapan APBD Tepat/Tidak

0,
tepat waktu Tepat Tepat Tepat 100%

Capaian Indikator Kinerja Penetapan APBD Tepat Waktu adalah
Tepat pada Tahun 2019 dibuktikan dalam proses Penyusunan
APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 sesuai
dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun 2020 pada BAB IV Teknis Penyusunan
APBD bahwa Kesepakatan Bersama antara KDH dan DPRD
tentang Raperda APBD Tahun Anggaran 2020 dilakukan paling
lambat 30 November 2019. Dalam hal ini penandatanganan
Kesepakatan Bersama Antara Bupati Musi Banyuasin dan DPRD
Kabupaten Musi Banyuasin tentang Raperda Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun Anggaran 2020 dilakukan pada tanggal 5
November 2019, berdasarkan Berita Acara Persetujuan Bersama
Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Nomor
127/BA/DPRD/2019 dan Nomor 39/BA/BPKAD/2019 tanggal 9
September 2019 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2020. Kemudian dilanjutkan dengan
tahapan penyampaian Raperda APBD Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun Anggaran 2020 untuk dilakukan evaluasi oleh Gubernur
Sumatera Selatan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera
Selatan Nomor 559/KPTS/BPKAD/2019 tanggal 7 Oktober 2019
tentang Evaluasi Raperda APBD Tahun Anggaran 2020 dan
Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020. Setelah dilakukan
Evaluasi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun Anggaran 2020 dan Raperbup Musi Banyuasin
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dilanjutkan
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dengan penyempurnaan Raperda tentang APBD Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Surat Keputusan
Pimpinan DPRD  Kabupaten  Musi  Banyuasin  Nomor
24/KEP/PIMP/DPRD/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang
Penyempurnaan Raperda Kabupaten Musi Banyuasin tentang
APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020. Dari
rangkaian proses tersebut terakhir dengan ditetapkannnya
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun
2019 tentang APBD Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 30
Oktober 2019. Kabupaten Musi Banyuasin termasuk ke dalam
Kabupaten yang tercepat dalam menyelesaikan  dan
menyampaikan Perda APBD Tahun Anggaran 2019 ke Kementrian
Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri Rl pada tanggal 7
November 2019 berdasarkan Surat Pengantar Nomor
900/2252/BPKAD/2019 dan Upload data APBD pada Sistem
Informasi Keuangan Daerah (SIKDA) Kementrian Keuangan

Republik Indonesia pada tanggal 7 November 2019.

Selain sasaran yang ada dalam indikator kinerja utama
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin juga mempunyai beberapa sasaran strategis sebagai
berikut :

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat W aktu.
2. Persentase Laporan keuangan Perangkat Daerah Tepat
W aktu.
Persentase Penatausahaan BMD Yang Tertib.
Persentase Aset Yang Menjadi Temuan BPK.

Proses Penyusunan APBD Kab. Muba Tepat W aktu.

o 0 ko

Persentase Penyampaian RKA Tepat W aktu.
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1) Indikator Kinerja Laporan keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) Tepat Waktu dengan capaiannya adalah sebagai

berikut :
Capaian
Indikator Kinerja Tahun 2019
Satuan Target Realisasi Capaian %
Laporan
keuangan i
1 pemerintah Teql_aet/-l;?ak Tepat Tepat 100%
daerah (LKPD) P
tepat waktu

Capaian Kinerja Indikator Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Tepat Waktu dari target Tepat realisasi Tepat
dengan capaian 100%. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2018
disampaikan ke BPK-RI untuk diaudit pada tanggal 17 Januari
2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 sebagaimana diperbarui dengan Permendagri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah. Bahwa Laporan keuangan Pemerintah
paling lambat disampaikan ke BPK-RI untuk diaudit 3 (tiga)
bulan setelah Tahun Anggaran berakhir (31 Maret 2019),
untuk Penyampaian Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin ke BPK Tahun 2018 merupakan penyampaian
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tercepat Se-
Indonesia. Hal ini terlaksana sebab adanya komitmen dari
Bupati Musi Banyuasin dan seluruh Perangkat Daerah yang
ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Capaian Indikator ini
didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah didukung oleh kegiatan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Penyusunan
Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD, Pengembangan dan Pemeliharaan
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Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Penyusunan
Laporan Keuangan Semesteran APBD, Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah, Penyusunan Laporan Realisasi
APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Pedoman Akuntansi Keuangan Daerah, Sosialisasi Regulasi

tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Daerah.

2) Indikator Kinerja Persentase Laporan Keuangan Perangkat

Daerah Tepat Waktu dengan capaiannya adalah sebagai

berikut :
Capaian
Indikator Kinerja Tahun 2019
Satuan Target | Realisasi Capaian %
Persentase
2 F';zf;r:gﬂa';edll;e”rgai” Persentase | 75% 100% 133,34%
tepat waktu

Indikator ini Tahun 2019 targetnya adalah 75% artinya dari 51
OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah hanya 38 OPD yang LKPDnya tepat waktu. Ternyata
realisasnya adalah 100% artinya dari 51 OPD yang ada
semuanya menyampaikan LKPD tepat waktu. Jadi capaian
Indikator Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Tepat waktu dari target target 75% dan realisasi 100% dengan
capaiannya 133,34%. Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2018
disampaikan ke Kantor BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin
untuk diaudit pada tanggal 7 Januari 2019. Sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana diperbarui dengan Permendagri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

dan sesuai peraturan yang berlaku paling lambat disampaikan
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ke Kantor BPKAD Kab. Muba untuk diaudit 2 (dua) bulan
setelah Tahun Anggaran berakhir. Hal ini didukung oleh
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah dan didukung oleh kegiatan : Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,
Pengembangan dan Pemeliharaan  Sistem Informasi
Manajemen Daerah (SIMDA), Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran APBD, Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah, Penyusunan Laporan Realisasi APBD,
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pedoman
Akuntansi Keuangan Daerah, Sosialisasi Regulasi tentang

Pedoman Akuntansi Keuangan Daerah.

3) Indikator Kinerja Persentase Penatausahaan BMD Yang

Tertib dengan capaiannya adalah sebagai berikut :

Capaian
Indikator Kinerja Tahun 2019
Satuan Target Realisasi Capaian %
Persentase
3 75% 90% 120%
Penatausahaan Persentase
BMD yang tertib

Capaian Indikator Persentase Penatausahaan BMD Yang
Tertib Tahun 2019 dari target 75% dengan realisasi 90% dan
capaiannya  120%. Dalam pelaksanaannya  adanya
peningkatan kualitas Pejabat Penatausahaan Barang dan
Pengurus Barang dalam menyelesaikan rekonsiliasi Laporan
Barang Milik Daerah yang tertib dan tepat waktu pada 45
Perangkat Daerah dari 50 Perangkat Daerah. Hal ini didukung
oleh Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah dan didukung oleh kegiatan : Penyusunan

Laporan Barang Milik Daerah, Pengembangan dan
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Pemeliharaan Aplikasi Barang Milik Daerah, Penyusunan
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Milik Daerah,
Pemindahtangan Barang Milik Daerah, Penyusunan Laporan

Dana Bergulir dan Dana Penyertaan Modal.

4) Indikator Kinerja Persentase Aset Yang Menjadi Temuan

dengan capaiannya adalah sebagai berikut :

Capaian

Indikator Kinerja Tahun 2019

Satuan Target Realisasi Capaian %

Persentase Aset
4 | yang menjadi Persentase 74% 50% 67,56%
temuan BPK

Capaian Indikator Persentase Aset Yang Menjadi Temuan
BPK Tahun 2019 dari target 74% dengan realisasi sebesar
50% capaiannya 67,57% turun 24 9% dari target, dalam
pelaksanaannya pembayaran terhadap kekurangan volume
dan denda keterlambatan dibayar dengan diangsur dan
sisanya dibayar pada tahun berikutnya sampai lunas dan
dilaporkan kepada BPK melalui Inspektorat sebagai laporan
tindaklanjut. Pada Tahun 2018 telah ditindaklanjuti temuan
BPK berupa kekurangan volume pada 4 OPD sebesar Rp.
78.905.757,42 dari temuan sebesar Rp. 1.798.329.522,99 dan
kekurangan volume serta keterlambatan pembayaran pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp.
1.573.072.268,64 dari temuan sebesar Rp. 3.145.075.240,80
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2018.

5) Indikator Kinerja Proses Penyusunan APBD Kab. Muba Tepat

W aktu dengan capaiannya adalah sebagai berikut :
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Capaian
Indikator Kinerja Tahun 2019
Satuan Target Realisasi Capaian %

Proses

penyusunan .

5 | APBD Kab. Tepat/Tidak | Tepat Tepat 100%

Muba tepat Tepat

waktu

Capaian Indikator Proses Penyusunan APBD Kab. Muba
Tepat Waktu capainnya pada Tahun 2019 Tepat. Berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman
Penyusunan APBD yang dikeluarkan setiap tahun, pada BAB
IV teknis Penyusunan APBD terkait tahapan dan jadwal
penyusunan APBD. Penyampaian Raperda APBD kepada
DPRD paling lambat minggu ke Il Bulan September untuk
dilakukan  pembahasan sampai dengan tercapainya
kesepakatan bersama KDH dengan DPRD paling lambat
tanggal 30 November sesuai dengan ketentuan pasal 312
DPRD ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah.

6) Indikator Kinerja Persentase Penyampaian RKA Tepat Waktu

dengan capaiannya adalah sebagai berikut :

Capaian
Indikator Kinerja Tahun 2019
Satuan Target | Realisasi | Capaian %
% Penyampaian Persentase
6 RKA tepat waktu 85% 100% 117,65%

Realisasi Indikator Persentase Penyampaian RKA Tepat
Waktu pada Tahun 2019 sebesar 100% dari target 85%
dengan capaian sebesar 117,65%. Hal ini dapat terlaksana
karena adanya komitmen dari Bupati Musi Banyuasin dan
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seluruh OPD. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Musi
Banyuasin  Nomor : 900/004/SE/BPKAD/2019 tentang
Pedoman Penyusunan RKA OPD Tahun 2020, bahwa
penyampaian RKA OPD Tahun 2020 disampaikan paling
lambat tanggal 8 Juli 2019, sampai dengan tanggal tersebut
seluruh RKA-OPD sebanyak 51 OPD telah disampaikan tepat
waktu sesuai dengan Surat Edaran KDH sehingga
penyusunan APBD dapat berjalan Tepat Waktu yang
dibuktikan dengan Perda APBD Tahun Anggaran 2020
ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2019 sesuai dengan
Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun 2020. Capaian Indikator ini
didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah dan didukung oleh Kegiatan :
Penyusunan Standar Satuan Harga, Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD, Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD,
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran
Perubahan APBD, Asistensi dan Verifikasi RKA dan DPA
SKPD, Publikasi APBD dan Pengelolaan Sistem e-Budgeting.

Selain sasaran diatas terdapat 2 (dua) sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator
sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. SP2D Yang Diterbitkan Sesuai Dengan Ketentuan.

b) Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
1) Indikator Kinerja Indeks Keupasan Masyarakat dengan

capainnya adalah sebagai berikut :
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Capaian
Indikator Kinerja Tahun 2019
Satuan Target Realisasi Capaian %
1 'm“gg';;‘;ig?asa” Kuesioner 85% 86,69% 101%

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Tahun 2019
terealisasi mencapai 86,69% dari target 85% capaian sebesar
101%. Perhitungan dilakukan dengan cara membagikan
kuesioner kepada Responden sebanyak 250 yang disebarkan
oleh bidang-bidang atau unit-unit pelayanan yang ada di Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi
BanyuasinTahun 2019. Nilai 86,69% artinya Mutu Pelayanan
pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin pada Range B (Baik) unsur pelayanan yang
dinilai ada 9 (Sembilan) yaitu :

. Persyaratan Pelayanan.

. Prosedur Pelayanan.

. Waktu Pelayanan.

. Biaya/T arif.

. Produk Pelayanan.

. Kompetensi Pelaksana.

. Perilaku Pelaksana.

. Penanganan, Pengaduan, Saran/Masukan.

© 00 N o O b~ W N PP

. Sarana/Prasarana.

2) Indikator Kinerja SP2D Yang Diterbitkan Sesuai Dengan

Ketentuan dengan capainnya adalah sebagai berikut :

Capaian
Indikator Kinerja Tahun 2019
Satuan Target Realisasi Capaian %
SP2D yang
2 | diterbitkan sesuai % 97% 100% 103%
dengan ketentuan
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indikator SP2D yang
diterbitkan sesuai dengan ketentuan, realisasinya 100% dari
target 97% dengan capaian sebesar 103%. Hal ini didukung oleh
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah dan didukung oleh Kegiatan

Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Updateting Database dan
Pemeliharaan Pengelolaan Sim Gaji, Pelaksanaan

Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah.

2. Perbandingan antara capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu
dan beberapa tahun terakhir.
a) Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
1. Perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2019 dengan
capaian indikator kinerja Tahun 2018 dan beberapa tahun terakhir

dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja Satuan Capaian Capaian % Rata-rata Ket
2019 (%) 2018 (%) capaian
Predikat laporan Opini
keuangan
1 | daerah laporan WTP WTP 100%
keuangan
OPD Kab.
Muba
Penetapan APB Tepat/Tidak Tepat Tepat 100%
2 tepat waktu Tepat

2. Perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2019 dengan
capaian indikator kinerja Tahun 2018 dan beberapa tahun terakhir

dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Capaian Capaian % Rata-rata

2019 (%) 2018 (%) capaian G

Indikator Kinerja Satuan

Laporan ;
1 | Keuangan Tepat/Tidak

pemerintah daerah Tepat 100% 100% 100%
9LKPD) tepat
waktu
Persentase

2 Laporan keuangan
perangkat daerah Persentase 100% 100% 100%

tepat waktu
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Persentase
Penatausahaan
BMD yang tertib

Persentase

120%

106%

113%

Persentase Aset
yang menjadi
temuan BPK

Persentase

67,56%

106%

86,78%

Proses
penyusunan APBD
Kab. Muba tepat

Tepat/Tidak
Tepat

Tepat

Tepat

Tepat

waktu

Persentase
Penyampaian RKA
tepat waktu

Persentase 100% 100% 100%

b) Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik

indikator kinerja Tahun 2019 dengan

1. Perbandingan capaian
capaian indikator kinerja Tahun 2018 dan beberapa tahun terakhir

dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

% Rata-rata
capaian

Capaian
2019 (%)

Capaian
2018 (%) NS

Indikator Kinerja Satuan

Indeks
1 kepuasan
masyakarat

SP2D yang
diterbitkan
sesuai
dengan
ketentuan

Kuesioner 101% 100% 100,5%

Persentase

100% 103% 101,5%

3. Perbandingan antara capaian Realisasi kinerja Tahun Lalu dengan
Tahun ini dan beberapa tahun.
Perbandingan capaian Realisasi kinerja Tahun 2018 dengan capaian
Realisasi kinerja Tahun 2019 dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari
tabel dibawah ini :

Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan

a) Sasaran Indikator

keuangan daerah

Realisasi Naik
Indikator Kinerja Satuan (Turun) Ket
2018 2019
Opini laporan

Predikat laporan keuangan OPD WTP WTP Tetap

keuangan daerah Kab. Muba

Penetapan APBD Tepat/Tidak Tepat Tepat Tetap

tepat waktu Tepat
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Sasaran program Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan

daerah
Realisasi ENS
Indikator Kinerja Satuan (Turun) Ket
2018 2019
Laporan keuangan :
pemerintah daerah Tep_)rat/Tldak Tepat 100%
(LKPD) tepat waktu epat
% Laporan keuangan o o
perangkat daerah Persentase 100% 100% Tetap
tepat waktu.
3 % Penatausahaan Persentase 106% 90% Turun
BMD yang tertib
4 | % Aset yang menjadi Persentase 106% 50% Turun
temuan BPK
5 Proses penyusunan Tepat/Tidak Tepat Tepat Tetap
APBD Kab. Muba Tepat
tepat waktu
6 % Penyampaian RKA Persentase 100% 100% Tetap
tepat waktu
b) Sasaran Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Realisasi
Indikator Kinerja Satuan HENLS Ket
(Turun)
2018 2019
Indeks kepuasan Kuesioner
1 | masyarakat 101% 101% Tetap
SP2D yang o o ;
2 | diterbitkan sesuai Persentase 100% 103% Naik
dengan ketentuan

4. Perbandingan capaian Realisasi kinerja Tahun 2019 dengan target
dalam Rencana Strategis BPKAD Tahun 2017-2022.

Apabila dilihat dari perbandingan capaian Realisasi Kinerja sampai dengan
Tahun 2019 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat
diuraikan sebagai berikut :

a) Sasaran Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan

Keuangan Daerah
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Indikator Kinerja Satuan Realisasi Realisasi Target Capaian
2018 s/d 2022 %
2019

Predikat laporan Opini laporan
1 | keuangan daerah | keuangan OPD WTP WTP WTP 100%
Kab. Muba
Penetapan APB Tepat/Tidak
2 tepat waktu Tepat Tepat tepat Tepat 100%
1. Capaian Indikator Predikat Laporan Keuangan Daerah

capaiannya cukup baik pada Tahun 2018 dan Tahun 2019
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Musi
Banyuasin memperoleh Predikat Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas
Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk
Tahun Anggaran 2018 Nomor : 01.A/LHP/XVIII.PLG/03/2019
tanggal 15 Maret 2019 bahwa dengan memperhatikan
kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi
Pemerintah, kecukupan pengungkapan, efektivitas system
pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan. BPK-RI memberikan Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Capaian Indikator Kinerja Penetapan APBD Tepat Waktu adalah
Tepat pada Tahun 2019 dibuktikan dalam proses Penyusunan
APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 sesuai
dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun 2020 pada BAB IV Teknis
Penyusunan APBD bahwa Kesepakatan Bersama antara KDH
dan DPRD tentang Raperda APBD Tahun Anggaran 2020
dilakukan paling lambat 30 November 2019. Dalam hal ini
penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara Bupati Musi
Banyuasin dan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tentang
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Raperda Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020
dilakukan pada tanggal 9 September 2019, berdasarkan Berita
Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD
Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 127/BA/DPRD/2019 dan
Nomor 39/BA/BPKAD/2019 tanggal 9 September 2019 tentang
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2020. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan penyampaian
Raperda APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran
2020 untuk dilakukan evaluasi oleh Gubernur Sumatera Selatan
dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
559/KPTS/BPKAD/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang
Evaluasi Raperda APBD Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan
Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2020. Setelah dilakukan Evaluasi terhadap
Raperda tentang APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
Anggaran 2020 dan Raperbup Musi Banyuasin tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dilanjutkan dengan
penyempurnaan Raperda tentang APBD Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Surat Keputusan
Pimpinan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin  Nomor
24/KEP/PIMP/DPRD/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang
Penyempurnaan Raperda Kabupaten Musi Banyuasin tentang
APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020. Dari
rangkaian proses tersebut terakhir dengan ditetapkannnya
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun
2019 tentang APBD Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 30
Oktober 2019. Kabupaten Musi Banyuasin termasuk ke dalam
Kabupaten yang tercepat dalam menyelesaikan dan
menyampaikan Perda APBD Tahun Anggaran 2019 ke
Kementrian Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri Rl pada

tanggal 7 November 2019 berdasarkan Surat Pengantar Nomor
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900/2252/BPKAD/2019 dan Upload data APBD pada Sistem
Informasi Keuangan Daerah (SIKDA) Kementrian Keuangan

Republik Indonesia pada tanggal 7 November 2019.

Indikator program Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan

daerah
Indikator Kinerja Satuan Realisasi | Realisasi Target Capaian
2018 s/d 2022 %
2019
L | pemennah dasian | TepauTidak
p Tepat Tepat Tepat Tepat 100%

(LKPD) tepat waktu

Persentase Laporan
2 keuangan perangkat Persentase 72% 100% 95% 138,89%
daerah tepat waktu

Persentase Persentase
3 Penatausahaan BMD 72% 90% 95% 125%
yang tertib
Persentase Aset Persentase
4 | yang menjadi -- 50% 80% 67,56
temuan BPK
Proses penyusunan Tepat/Tidak Tepat tepat Tepat 100%
5 | APBD Kab. Muba Tepat

tepat waktu

% Penyampaian
6 RKA tepat waktu Persentase 80% 100% 100% 125%

1. Realisasi Indikator Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Tepat Waktu dari Tahun 2018 dan Tahun 2019 capaian indikator
ini selalu Tepat Waktu. Sesuai pasal 297 ayat (1) Permendagri
No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diperbaharui beberapa kali terakhir
dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 bahwa Laporan
Keuangan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada BPK-RI
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 ke
BPK-RI pada tanggal 17 Januari 2019 sesuai Surat Bupati Musi
Banyuasin Nomor : 900/119/BPKAD/2019 perihal Penyampaian
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Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

Anggaran 2018.

2. Realisasi Indikator Persentase Laporan Keuangan Perangkat
Daerah tepat waktu Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2018 disampaikan ke
BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin untuk diaudit pada tanggal 7
Januari 2019, sedangkan sesuai peraturan yang berlaku paling
lambat disampaikan ke BPKAD Kab. Muba untuk diaudit 2 (dua)

bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

3. Realisasi Indikator Persentase Penatausahaan BMD yang tertib
Tahun 2018 sebesar 72% sedangkan pada Tahun 2019 sebesar
90% realisasi mengalami peningkatan ini disebabkan adanya
komitmen Kepala Perangkat Daerah yang lebih konsisten
menugaskan stafnya melakukan rekonsilisasi Barang Milik Daerah
kepada Bidang Pengelolaan Aset (BPKAD) dalam menyelesaikan
Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten tidak mengalami
hambatan dan dapat diselesaikan tepat waktu juga. Diharapkan
pada akhir Tahun 2022 indikator persentase Penatausahaan

Barang Milik Daerah yang tertib dapat tercapai.

4. Realisasi Indikator Persentase Aset Yang Menjadi Temuan BPK
Tahun 2019 mencapai 50 % dari target 76% dari target 80%, ini
disebabkan adanya tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah
segera menindaklanjuti Laporan hasil Pemeriksaan BPK agar
tidak menjadi temuan pada tahun berikutnya dan dilaporkan
kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin dan Inspektorat. Diharapkan pada
akhir tahun berikutnya sampai dengan Tahun 2022 indikator
persentase aset yang menjadi temuan BPK dapat tercapai dan
Kabupaten Musi Banyuasin tetap bisa mempertahankan Opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
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5. Capaian Indikator Proses Penyusunan APBD Kab. Muba Tepat
Waktu capaiannya pada Tahun 2019 Tepat Berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan
APBD yang dikeluarkan setiap tahun, pada BAB IV teknis
Penyusunan APBD terkait tahapan dan jadwal penyusunan
APBD. Penyampaian Raperda APBD kepada DPRD paling
lambat minggu ke Il Bulan September untuk dilakukan
pembahasan sampai dengan tercapainya kesepakatan bersama
KDH dengan DPRD paling lambat tanggal 30 November sesuai
dengan ketentuan pasal 312 DPRD ayat (1) Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

6. Realisasi Indikator Persentase OPD yang Menyampaikan RKA
Tepat Waktu capaiannya pada Tahun 2019 sebesar 100%
dengan Realisasi 100% dari Target 100% yang dibuktikan
dengan Perda APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan pada
tanggal 30 Oktober 2019, sesuai dengan Permendagri Nomor 33
Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2020, dan diharapkan sampai dengan akhir Tahun
2022 Tingkat Ketepatan OPD Menyampaikan RKA Tepat Waktu

sesuai dengan target yang ditetapkan.

b) Sasaran Indikator program Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator Kinerja Satuan Realisasi | Realisasi Target Capaian
2018 s/d 2022 %
2019
1 Indeks kepuasan . 83,45% 86,69% 88% 103,89%
Kuesioner
masyarakat
2 SP2D yang Persentase 97% 100% 97% 103,10%
diterbitkan sesuai
dengan ketentuan

1. Realisasi Indikator Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2018

sebesar 83,45% dan pada Tahun 2019 sebesar
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86,69%.mengalami peningkatan tapi dilihat dari capaiannya
Tahun 2018 dan Tahun 2019 sebesar 103,89%. Indeks
Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin merupakan komitmen bersama yang dibangun untuk
memberikan pelayanan yang terbaik sehingga tingkat
kepercayaan masyarakat kepada BPKAD khususnya dan

Pemerintah Daerah pada umumnya semakin besar.

2. Capaian Indikator Persentase SP2D yang diterbitkan sesuai
dengan Kketentuan pada Tahun 2018 sebesar 97% dan
mengalami peningkatan pada Tahun 2019 menjadi 103%. SP2D
yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan dari perangkat daerah
maupun Pihak Rekanan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin ditargetkan tahun 2022 capaiannya 100% sama

halnya dengan penerbitan SP2D ditahun sebelumnya.

Untuk mewujudkan tujuan diatas telah ditetapkan 2 (dua) Sasaran
Strategis, dengan 2 (Dua) indikator yang telah dilaksanakan dengan tingkat
pencapaian dijelaskan di bawabh ini:

a) Sasaran Terwujudnya peningkatan kapasitas kinerja aparatur

Penjelasan mengenai Indikator Kkinerja yang digunakan dalam
pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan

capaiannya adalah sebagai berikut :

Capaian
Indikator Kinerja Tahun 2019
Satuan Target Realisasi %
Persentase pemenuhan
1 administrasi perkantoran Persentase 95% 95% 100%

Capaian indikator Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran
sebesar 100% dari target 95%. Hal ini didukung oleh Program
pelayanan Administrasi Perkantoran, dimana dilaksanakan kegiatan-

kegiatan antara lain : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
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dan Listrik, Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah,
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang
Cetakkan dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,
Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam Daerah, Penyediaan Jasa Pendukung Adminitrasi

Teknis/Perkantoran.
b) Sasaran Terwujudnya Kelancaran Administrasi Kantor

Penjelasan mengenai Indikator Kkinerja yang digunakan dalam
pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan

capaiannya adalah sebagai berikut :

Capaian
Indikator Kinerja Tahun 2019
Satuan Target Realisasi %
Persentase pemenuhan Sarana dan
2 Prasarana Aparatur Persentase 90% 90% 100%

Capaian Indikator Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana
Aparatur sasaran capaiannya sebesar 100% dari target 90%. Hal ini
didukung oleh Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
dimana dilaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain : Pengadaan
Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

Perbandingan antara capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu
dan beberapa tahun terakhir.

a) Sasaran Terwujudnya peningkatan kapasitas kinerja aparatur.
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Indikator Kinerja Satuan Capaian Capaian % Rata-rata Ket
2019 (%) 2018 (%) capaian

1 Persentase pemenuhan Persentase
administrasi perkantoran 100% 100% 100%

b) Sasaran Terwujudnya Kelancaran administrasi kantor

Indikator Kinerja Satuan Capaian Capaian % Rata-rata Ket
2019 (%) 2018 (%) capaian

2 Persentase pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

Persentase 100% 100% 100%

Perbandingan antara capaian Realisasi kinerja Tahun Lalu dengan
Tahun ini dan beberapa tahun

a) Sasaran Terwujudnya peningkatan kapasitas kinerja aparatur

. o Realisasi Naik
Indikator Kinerja Satuan 2018 2019 (Turun) Ket
Persentase pemenuhan
1 administrasi perkantoran Persentase 100% 100% Tetap
b) Sasaran Terwujudnya kelancaran administrasi kantor
. N Realisasi Naik
Indikator Kinerja Satuan 2018 2019 (Turun) Ket
2 Persentase pemenuhan Sarana Persentase 0 Teta
dan Prasarana Aparatur 100% 100% P

Perbandingan capaian Realisasi kinerja Tahun Tahun 2019 dengan
target dalam Rencana Strategis BPKAD Tahun 2017-2022

a) Sasaran Terwujudnya peningkatan kapasitas kinerja aparatur

Indikator Kinerja Satuan Realisasi Realisasi Target Capaian
2018 s/d 2022 %
2019
1 Persentase pemenuhan 95% 95% 95% 100%
L . Persentase
administrasi perkantoran

Capaian Indikator Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran

pada Tahun 2019 tercapai 100% dari Target 95%, dan diharapkan sampai
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akhir Tahun 2022 Indikator Persentase Pemenuhan Administrasi

Perkantoran tidak mengalami penurunan capaian target.

b) Sasaran Terwujudnya peningkatan kapasitas kinerja aparatur

Indikator Kinerja Satuan Realisasi Realisasi Target Capaian
2018 s/d 2022 %
2019
2 Persentase pemenuhan 90% 90% 90% 100%
Sarana dan Prasarana Persentase
Aparatur

Capaian Indikator Persentase Pemenuhan Sarana dan prasarana
aparatur pada Tahun 2019 tercapai 100% dari Target 90%, dan diharapkan
sampai akhir Tahun 2022 Indikator Persentase Pemenuhan Sarana dan

prasarana aparatur tidak mengalami penurunan capaian target.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
perangkat Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi
Banyuasin adalah rencana keuangan baik dari sisi pendapatan yang akan
diperoleh maupun belanja yang akan digunakan dalam rangka melaksanakan
tugas, fungsi dan tanggung jawab daerah dalam mendukung
penyelenggaraan pemerintah daerah, implementasi otonomi dan pelayanan
umum. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, efekif,
transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
APBD Kabupaten Musi Banyuasin disusun dengan pendekatan kinerja, yang

didasarkan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diusulkan Perangkat
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Daerah (PD) dengan berpedoman Rencana Kerja berbasis Anggaran

Berbasis Kinerja (ABK) pada Perangkat Daerah (Renja-PD).

Anggaran Daerah merupakan instrumen kebijakan bagi Pemerintah
Daerah yang menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan
kapabilitas dan efektifitas Pemerintah Daerah. Pengembangan kapabilitas
dimaksudkan sebagai upaya untuk memperbaiki kemampuan Pemerintah
Daerah menjalankan fungsi dan perannya secara efisien. Sedangkan
peningkatan efektifitas diartikan sebagai upaya untuk menyelaraskan
kapabilitasnya dengan tuntutan dan kebutuhan publik. Oleh karena itu
Pengelolaan Keuangan Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik
(public oriented), mempunyai kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan

daerah, serta menyediakan informasi anggaran yang akurat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi
Banyuasin sebagai gambaran kebijakan pemerintah daerah disusun mengacu
pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.
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Azas umum Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP Nomor
58 Tahun 2005 yaitu bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan

manfaat untuk masyarakat.

Dalam upaya terselenggaranya penyusunan laporan keuangan yang
memenuhi azas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, kompabilitas,
akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, maka penyusunan APBD
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin TA 2017-2022 menerapkan sistem
Anggaran Berbasis Kinerja sesuai dengan amanat Kemendagri Nomor 29
Tahun 2002 dan PP Nomor 105 Tahun 2000. Dengan demikian Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin berupaya melaksanakan anggaran hingga
pertanggungjawaban keuangan daerah mengutamakan pencapaian hasil
kinerja berupa input, output, outcome dan impact dari perencanaan alokasi

biaya yang telah dianggarkan.

Namun demikian, untuk mewujudkan harapan diatas masih menemui
berbagai isu permasalahan. Beberapa isu strategis yang sangat berkaitan
dengan capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai
lembaga pengelola keuangan daerah adalah :

1. Regulasi keuangan yang selalu berubah

2. Lemahnya koordinasi penyampaian dokumen data barang dan komitmen
PD dalam membenahi permasalahan asset yang berada dalam
penguasaan.
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3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pengelola Keuangan Daerah.

4. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
4" Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan
membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

disajikan pada tabel sebagai berikut :
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NAMAOPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Tabel 2.3
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan (2021)
No Target Target
Program/Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja K?r:gr?a Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja K?r:gr?a Pagu Indikatif Catatan Penting
2 4 3 5 7 2 4 3 5 7
01 Program Pelayanan Persentase pemenuhan layanan 100 % 3.505.903.650 | Program Pelayanan Persentase pemenuhan layanan 100 % 3.284.151.900
Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, kantor BPKAD Tersedianya Pembayaran 12 Bulan 850.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, kantor BPKAD Kab. Tersedianya Pembayaran 12 Bulan
sumber daya air dan listrik Kab. Muba Rekening Listrik, Air, Telepon sumber daya air dan listrik Muba, Sekayu Rekening Listrik, Air, Telepon 638.558.750
da TV Kabel/Internet (Kelurahan Serasan da TV Kabel/Internet
Jaya)
01 05 Penyediaan jasa jaminan Kantor BPKAD Terlindunginya aset-aset milik 13 Unit 130.000.000 | Penyediaan jasa jaminan Kantor BPKAD Kab Terlindunginya aset-aset milik 13 Unit 124.400.000
barang milik daerah Kab Muba BPKAD Kabupaten Musi barang milik daerah Muba, Sekayu BPKAD Kabupaten Musi
Banyuasin (Kelurahan Serasan Banyuasin
Jaya)
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Kabupaten Musi Tersedianya pembayaran Pajak 13 Unit 30.000.000 | Penyediaan jasa pemeliharaan Kabupaten Musi Tersedianya pembayaran Pajak 13 Unit 30.000.000
dan perizinan kendaraan Banyuasin Kendaraan roda 4 (empat) dan perizinan kendaraan Banyuasin Kendaraan roda 4 (empat)
dinas/operasional dinas/operasional
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor BPKAD Tersedianya Alat Tulis Kantor 62 Jenis 202.810.500 | Penyediaan alat tulis kantor Kantor BPKAD Kab. Tersedianya Alat Tulis Kantor 62 Jenis 198.100.000
Kab. Muba Muba, Sekayu
(Kelurahan Serasan
Jaya)
01 11 Penyediaan barang cetakan Kantor BPKAD Tersedianya Barang Cetak 21 Jenis 198.193.150 | Penyediaan barang cetakan Kantor BPKAD Tersedianya Barang Cetak 21 Jenis 198.193.150
dan penggandaan dan penggandaan
Tersedianya Biaya Penggandaan 12 Bulan Tersedianya Biaya Penggandaan 12 Bulan
01 12 Penyediaan komponen Kantor BPKAD Tersedianya Komponen Instalasi 20 Jenis 69.000.000 | Penyediaan komponen Kantor BPKAD Tersedianya Komponen Instalasi 20 Jenis 69.000.000
instalasi listrik/penerangan Kab.Muba Listrik instalasi listrik/penerangan Kab.Muba Listrik
bangunan kantor bangunan kantor
01 14 Penyediaan peralatan rumah Kantor BPKAD Tersedianya Peralatan 40 Jenis 80.000.000 | Penyediaan peralatan rumah Kantor BPKAD Tersedianya Peralatan 40 Jenis 80.000.000
tangga Kebersihan dan Bahan Pembersih tangga Kebersihan dan Bahan Pembersih
Kantor Kantor
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Kantor BPKAD Tersedianya Bahan bacaan dan 2 Jenis 50.000.000 Penyediaan bahan bacaan dan Kantor BPKAD Kab. Tersedianya Bahan bacaan dan 2 Jenis 50.000.000
peraturan perundang- Kab. Muba buku peraturan perundang- peraturan perundang- Muba buku peraturan perundang-
undangan undangan undangan undangan
01 17 Penyediaan makanan dan Kantor BPKAD Tersedianya biaya makan minum 2 Jenis 108.800.000 | Penyediaan makanan dan Kantor BPKAD Kab. Tersedianya biaya makan minum 2 Jenis 108.800.000
minuman Kab. Muba rapat dan tamu minuman Muba rapat dan tamu
01 18 Rapat-rapat kordinasi dan Luar Kabupaten Terlaksananya koordinasi dan 45 250.000.000 | Rapat-rapat kordinasi dan Luar Kabupaten Musi | Terlaksananya koordinasi dan 45 250.000.000
konsultasi ke luar daerah Musi Banyuasin konsultasi keluar daerah Orang/kali konsultasi ke luar daerah Banyuasin konsultasi keluar daerah Orang/kali
01 19 Rapat-rapat kordinasi dan Dalam Daerah Teraksananya koordinasi dan 24 Orang / 106.800.000 | Rapat-rapat kordinasi dan Dalam Daerah Teraksananya koordinasi dan 24 Orang / 106.800.000
konsultasi ke dalam daerah Kabupaten Musi konsultasi kedalam daerah kali konsultasi ke dalam daerah Kabupaten Musi konsultasi kedalam daerah kali
Banyuasin Banyuasin
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01 20 Penyediaan Jasa Pendukung Kantor BPKAD Tersedianya jasa pendukung 63 Orang 1.430.300.000 | Penyediaan Jasa Pendukung Kantor BPKAD Tersedianya jasa pendukung 63 Orang 1.430.300.000
Administrasi/Teknis Kab.Muba administrasi/teknis perkantoran Administrasi/Teknis Kab.Muba administrasi/teknis perkantoran
Perkantoran Perkantoran
02 Program peningkatan Persentase sarana dan 100 % 786.624.500 | Program peningkatan Persentase sarana dan 100 % 448.600.000
sarana dan prasarana prasarana aparatur dalam sarana dan prasarana prasarana aparatur dalam
aparatur kondisi baik aparatur kondisi baik
02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Kantor BPKAD Tersedianya suku cadang 13 Unit 446.749.500 | Pemeliharaan rutin/berkala Kantor BPKAD Tersedianya suku cadang 13 Unit 350.000.000
kendaraan dinas/operasional Kab.Muba kendaraan dinas kendaraan kendaraan dinas/operasional Kab.Muba kendaraan dinas kendaraan
kendaraan kendaraan
roda roda
empat empat
Tersedianya BBM kendaraan 13 Unit Tersedianya BBM kendaraan 13 Unit
dinas kendaraan dinas kendaraan
kendaraan kendaraan
roda roda
empat empat
02 28 Pemeliharaan rutin/berkala Kantor BPKAD Tersedianya Biaya Pemeliharaan 9 Jenis 98.600.000 Pemeliharaan rutin/berkala Kantor BPKAD Tersedianya Biaya Pemeliharaan 9 Jenis 98.600.000
peralatan gedung kantor Kab.Muba peralatan / mesin peralatan gedung kantor Kab.Muba peralatan / mesin
02 42 Rehabilitasi sedang/berat Kantor BPKAD Terlaksananya Rehab Gedung 1 Unit 241.275.000 - - - - -
gedung kantor Kab. Muba Kantor
03 Program peningkatan Persentase pengelolaan 100 % 352.004.000 | Program peningkatan Persentase pengelolaan 100 % 207.924.250
disiplin aparatur kepegawaian yang disiplin aparatur kepegawaian yang
dilaksanakan tepat waktu dilaksanakan tepat waktu
03 02 Pengadaan pakaian dinas Tersedianya Pakaian Dinas 139 stel 172.660.000 | Pengadaan pakaian dinas Tersedianya Pakaian Dinas 143 stel 112.510.000
beserta perlengkapannya beserta Perlengkapannya beserta perlengkapannya beserta Perlengkapannya
03 05 Pengadaan pakaian khusus Kantor BPKAD Tersedianya Pakaian Batik dan 286 stel 179.344.000 | Pengadaan pakaian khusus Kantor BPKAD Tersedianya Pakaian Batik dan 143 stel 95414.250
hari-hari tertentu Kab.Muba Olahraga hari-hari tertentu Kab.Muba Olahraga
05 Program peningkatan Persentase pengelolaan 100 % 379.685.000 | Program peningkatan Persentase pengelolaan 100 % 138.582.000
kapasitas sumber daya kepegawaian yang kapasitas sumber daya kepegawaian yang
aparatur dilaksanakan tepat waktu aparatur dilaksanakan tepat waktu
05 01 Pendidikan dan pelatihan Pengiriman Peserta Diklat PIM 3 Orang 70.840.000 | Pendidikan dan pelatihan Pengiriman Peserta Diklat PIM 3 Orang 50.000.000
formal I &PIM IV formal I &PIM IV
05 04 Peningkatan Kapasitas Teknis Luar daerah Kab. Pengiriman Peserta Diklat 30 Orang 308.845.000 | Peningkatan Kapasitas Teknis Luar daerah Kab. Pengiriman Peserta Diklat 8 Orang 88.582.000
Aparatur Muba Pengelolaan Keuangan Aparatur Muba Pengelolaan Keuangan
06 Program peningkatan Persentase laporan capaian 100 % 60.610.000 | Program peningkatan Persentase laporan capaian 100 % 60.610.000
pengembangan sistem kinerja dan keuangan yang pengembangan sistem kinerja dan keuangan yang
pelaporan capaian kinerja dilaksanakan sangat tepat pelaporan capaian kinerja dilaksanakan sangat tepat
dan keuangan dan keuangan
06 01 Penyusunan laporan capaian Kantor BPKAD Tersusunnya LKjIP 1 laporan 29.840.000 | Penyusunan laporan capaian Kantor BPKAD Kab. Tersusunnya LKjIP 1 laporan 29.840.000
kinerja dan ikhtisar realisasi Kab. Muba kinerja dan ikhtisar realisasi Muba
kinerja SKPD kinerja SKPD
Tersusunnya LPPD 1 laporan Tersusunnya LPPD 1 laporan
Tersusunnya LKPJ 1 laporan Tersusunnya LKPJ 1 laporan
06 05 Penyusunan Rancangan Kerja Kantor BPKAD Tersusunnya Rancangan Kerja 2 laporan 30.770.000 Penyusunan Rancangan Kerja Kantor BPKAD Kab. Tersusunnya Rancangan Kerja 2 laporan 30.770.000
dan Penetapan Kinerja OPD Kab. Muba dan Penetapan Klinerja OPD dan Penetapan Kinerja OPD Muba dan Penetapan Kinerja OPD
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17 Program peningkatan dan % OPD yang menerapkan 100% 7.690.025.000 | Program peningkatan dan % OPD yang menerapkan 100% 5.683.925.000
Pengembangan pengelolaan ABK Pengembangan pengelolaan ABK
keuangan daerah keuangan daerah
% Laporan Keuangan OPD 100% % Laporan Keuangan OPD 100%
sesuai SAP sesuai SAP
% Pencairan Dana On Skedul 100% % Pencairan Dana On Skedul 100%
100% 100%
% Data Aset yang Akurat % Data Aset yang Akurat
17 01 Penyusunan analisa standar BPKAD Kab. Dokumen ASB 1 Perbup 250.000.000 | Penyusunan analisa standar BPKAD Kab. Muba Dokumen ASB 1 Perbup 250.000.000 | [04] Optimalisasi
belanja Muba belanja Birokrasi
[04.03] Peningkatan
transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahan
Indeks Persepsi
Korupsi
okumen Standar Biaya 1 Dokumen Standar Biaya 1
Keputusan Keputusan
Bupati Bupati
Dokumen Standar Perjadin 1 Dokumen Standar Perjadin 1
Keputusan Keputusan
Bupati Bupati
17 06 Penyusunan rancangan BPKAD Tersusunnya Raperda Pra, Pasca 1 Perda 300.000.000 | Penyusunan rancangan BPKAD Kabupaten Tersusunnya Raperda Pra, Pasca 1 Perda 300.000.000 | [04] Optimalisasi
peraturan daerah tentang Kabupaten Musi dan Perda peraturan daerah tentang Musi Banyuasin dan Perda Birokrasi
APBD Banyuasin APBD [04.03] Peningkatan
transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahan
Indeks Persepsi
Korupsi
17 07 Penyusunan rancangan BPKAD Tersusunnya Perbup tentang 1 Perbup 300.000.000 | Penyusunan rancangan BPKAD Kabupaten Tersusunnya Perbup tentang 1 Perbup 300.000.000 | [04] Optimalisasi
peraturan KDH tentang Kabupaten Musi Penjabaran APBD Tahun peraturan KDH tentang Musi Banyuasin Penjabaran APBD Tahun Birokrasi[04.03]
Penjabaran APBD Banyuasin Anggaran 2022 Penjabaran APBD Anggaran 2022 Peningkatan
transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahanindeks
Persepsi Korupsi
17 08 Penyusunan rancangan Kantor BPKAD Tersusunnya Raperda dan Perda 2 300.000.000 | Penyusunan rancangan Kantor BPKAD Tersusunnya Raperda dan Perda 2 300.000.000 | [04] Optimalisasi
peraturan daerah tentang Kab.Muba Tentang Perubahan APBD Dokumen peraturan daerah tentang Kab.Muba Tentang Perubahan APBD Dokumen Birokrasi
Perubahan APBD Kabupaten Musi Banyuasin Perubahan APBD Kabupaten Musi Banyuasin [04.03] Peningkatan
Tahun 2021. Tahun 2021. transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahan
Indeks Persepsi
Korupsi
17 09 Penyusunan rancangan BPKAD KAB. Tersusunnya Raperbup dan 2 300.000.000 | Penyusunan rancangan BPKAD KAB. Tersusunnya Raperbup dan 2 300.000.000 | [04] Optimalisasi
peraturan KDH tentang MUBA Perbup Tentang Perubahan Dokumen peraturan KDH tentang MUBA Perbup Tentang Perubahan Dokumen Birokrasi

Penjabaran Perubahan APBD

APBD Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2021

Penjabaran Perubahan APBD

APBD Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2021

[04.03] Peningkatan
transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahan
Indeks Persepsi
Korupsi
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17 10 Penyusunan rancangan Kantor BPKAD Raperda tentang Pertanggung 1 Raperda 215.000.000 | Penyusunan rancangan Kantor BPKAD Raperda tentang Pertanggung 1 Raperda 188.000.000 | [04] Optimalisasi
peraturan daerah tentang Kab.Muba jawaban APBD TA.2020 peraturan daerah tentang Kab.Muba jawaban APBD TA.2020 Birokrasi
pertanggungjawaban pertanggungjawaban Indeks Persepsi
pelaksanaan APBD pelaksanaan APBD Korupsi

17 11 Penyusunan rancangan Kabupaten Musi Raperbub tentang Penjabaran 1 210.000.000 | Penyusunan rancangan Kabupaten Musi Raperbub tentang Penjabaran 1 177500.000 | [04] Optimalisasi
peraturan KDH tentang Banyuasin Pertanggung jawaban Raperbup peraturan KDH tentang Banyuasin Pertanggung jawaban Raperbup Birokrasi
penjabaran Pelaksanaan APBD TA. 2020 penjabaran Pelaksanaan APBD TA. 2020 Indeks Persepsi
pertanggungjawaban pertanggungjawaban Korupsi
pelaksanaan APBD pelaksanaan APBD

17 20 Pengembangan dan Kantor BPKAD Pemeliharaan Program Aplikasi, 1 Aplikasi 430.000.000 | Pengembangan dan Kantor BPKAD Kab. Pemeliharaan Program Aplikasi, 1 Aplikasi 377500.000 | [04] Optimalisasi
Pemeliharaan Sistem Kab. Muba Database Simd Keuangan (12 Bulan Pemeliharaan Sistem Muba Database Simda Keuangan (12 Bulan Birokrasi
Informasi Manajemen Daerah Perangkat Daerah 51 OPD) Informasi Manajemen Daerah Perangkat Daerah 51 OPD) Indeks Persepsi
(SIMDA) (SIMDA) Korupsi

17 21 Asistensi dan Verifikasi RKA BPKAD Tersedianya RKA, RKAP, DPA 4 Jenis 200.000.000 | Asistensi dan Verifikasi RKA BPKAD Kabupaten Tersedianya RKA, RKAP, DPA 4 Jenis 250.000.000 | [04] Optimalisasi
dan DPA SKPD Kabupaten Musi dan DPPAyang Valid dan sesuai dan DPA SKPD Musi Banyuasin. dan DPPAyang Valid dan sesuai Birokrasi

Banyuasin. setelah di verifikasi setelah di verifikasi [04.03] Peningkatan
transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahan
Indeks Persepsi
Korupsi

17 22 Penyelenggaraan Kegiatan Kabupaten Musi Terlaksananya pengelolaan dan 1 Laporan 179.801.000 | Penyelenggaraan Kegiatan Kabupaten Musi Terlaksananya pengelolaan dan 1 Laporan 179.801.000 | [04] Optimalisasi
SKPKD Banyuasin penatausahaan, SKPKD Banyuasin penatausahaan, Birokrasilndeks

pertanggungjawaban dana PPKD pertanggungjawaban dana PPKD Kepuasan
meliputi Dana Subsidi, Hibah, meliputi Dana Subsidi, Hibah, Masyarakat
Bantuan Sosial, Bantuan Bantuan Sosial, Bantuan

Keuangan dan Pembiayaan Keuangan dan Pembiayaan

Daerah dan penyertaan modal Daerah dan penyertaan modal

dan APBD secara Komprehensif dan APBD secara Komprehensif

17 23 Updating Database dan Kantor BPKAD Terpeliharanya sistem informasi 1 Aplikasi 196.340.000 | Updating Database dan Kantor BPKAD Kab. Terpeliharanya sistem informasi 1 Aplikasi 196.340.000 | [04] Optimalisasi
Pemeliharaan Pengelolaan Kab. Muba manajemen gaji Pemeliharaan Pengelolaan Muba manajemen gaji Birokrasi
SIM Gaji SIM Gaji [04.03] Peningkatan

transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahan
Indeks Persepsi
Korupsi

17 24 Pelaksanaan Penatausahaan Kantor BPKAD Terlaksananya penatausahaan 5 Jenis 115.084.000 | Pelaksanaan Penatausahaan Kantor BPKAD Kab. Terlaksananya penatausahaan 5 Jenis 115.084.000 | [04] Optimalisasi
Administrasi Keuangan Kab. Muba administrasi keuangan daerah Administrasi Keuangan Muba administrasi keuangan daerah Birokrasi
Daerah Daerah [04.03] Peningkatan

transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahan
Indeks Persepsi
Korupsi

17 25 Publikasi APBD Kabupaten Musi Buku Saku APBD Induk dan 100 Buku 175.000.000 | Publikasi APBD Kabupaten Musi Buku Saku APBD Induk dan 100 Buku 100.000.000 | [04] Optimalisasi

Banyuasin Perubahan 2021 Banyuasin Perubahan 2021 Birokrasi
[04.03] Peningkatan
transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahan
Indeks Persepsi
Korupsi

Buku Profil APBD Induk dan 100 Buku Buku Profil APBD Induk dan 100 Buku

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Perubahan 2021

Perubahan 2021




Leaflet

2000
Lembar

Rencana Kerja (Renja)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Leaflet

2000
Lembar

Standing Benner

4 Buah

Standing Benner

4 Buah

17

26

Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran APBD

Kantor BPKAD
Kab. Muba

Kegiatan Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun Anggaran 2021
mempunyai indikator yang
tertuang pada Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 Pasal 160 Ayat (1) tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah bahwa Laporan Realisasi
Semester Pertama APBD dan
Prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya disampaikan kepada
DPRD paling lambat akhir bulan
Juli tahun anggaran berkenaan.
Sedangkan outcomenya adalah
tersedianya Laporan Keuangan
Semesteran sebagai bahan
Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun Anggaran
2021.

1 Laporan

150.000.000

Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran APBD

Kantor BPKAD Kab.
Muba

Tersusunnya Laporan Keuangan
Semesteran

1 Laporan

78.400.000

[04] Optimalisasi
Birokrasi[04.03]
Peningkatan
transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahanindeks
Persepsi Korupsi

17

27

Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah

Kantor BPKAD
Kab. Muba

1. Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin TA.
2020mempunyai indikator yang
tertuang pada Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 Pasal 191 Ayat (1)
disampaikan kepada BPK RI
paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir;
dan

2. Tersedianya Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Audited sebagai bahan Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD.

2 laporan

300.000.000

Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah

Kantor BPKAD Kab.
Muba

Tersusunnya laporan keuangan
pemerintah daerah

2 laporan

266.000.000

[04] Optimalisasi
Birokrasi

[04.03] Peningkatan
transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahan
Indeks Persepsi
Korupsi

17

28

Penyusunan Laporan Realisasi
APBD

Kantor BPKAD
Kab. Muba

Dicetak Laporan Realisasi
Anggaran setiap bulan dan
Laporan Operasional setiap
triwulannya secara tepat waktu.
Sedangkan outcomenya adalah
tersedianya Laporan Realisasi
APBD Kabupaten Musi
Banyuasin sebagai bahan
Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin TA. 2021.

12 laporan

350.000.000

Penyusunan Laporan Realisasi
APBD

Kantor BPKAD Kab.
Muba

Tersusunnya Laporan realisasi
APBD

12 laporan

227.500.000

[04] Optimalisasi
Birokrasi

Indeks Persepsi
Korupsi

17

30

Monitoring dan Evaluasi Dana
Hibah, Bantuan Sosial, dan
Alokasi Dana Desa (ADD)

Kabupaten Musi
Banyusin

Terlaksananya monitoring dan
evaluasi Dana Hibah Bantuan
Sosial dan Dana Alokasi Dana
Desa/ Kel (ADD/K) dalam
Kabupaten Musi Banyuasin

1 Laporan

129.120.000

Monitoring dan Evaluasi Dana
Hibah, Bantuan Sosial, dan
Alokasi Dana Desa (ADD)

Kabupaten Musi
Banyusin

Terlaksananya monitoring dan
evaluasi Dana Hibah Bantuan
Sosial dan Dana Alokasi Dana
Desa/ Kel (ADD/K) dalam
Kabupaten Musi Banyuasin

1 Laporan

129.120.000

[04] Optimalisasi
Birokrasi[04.03]
Peningkatan
transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahanindeks
Persepsi Korupsi
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17 31 Pengembangan dan Kabupaten Musi Tersedianya Laporan Penetapan 3 Laporan 250.000.000 | Pengembangan dan Kabupaten Musi Tersedianya Laporan Penetapan 3 Laporan 202.100.000 | [04] Optimalisasi
Pemeliharaan Aplikasi Barang Banyuasin status BMD, Reklasifikasi Aset, dan 2 Pemeliharaan Aplikasi Barang Banyuasin, Sekayu status BMD, Reklasifikasi Aset, dan 2 Birokrasi
Milik Daerah Pengalihan Status Penggunaan Aplikasi Milik Daerah (Kelurahan Serasan Pengalihan Status Penggunaan Aplikasi [04.03] Peningkatan
BMD dan Up to date Aplikasi (SIMDA Jaya) BMD dan Up to date Aplikasi (SIMDA transparansi dan
BMD BMD dan BMD BMD dan akuntabilitas
Serekat) Serekat) pemerintahan
Indeks Persepsi
Korupsi
17 32 Peningkatan Kapasitas Kabupaten Musi Terselenggaranya Bimtek Pejabat 177 orang, 200.000.000 - - - - -
Pengelolaan BMD/UPD Banyuasin Penatausahaan Barang, Pengurus 48
Barang dan Operator Aplikasi Perangkat
BMD Daerah
17 33 Penyusunan Laporan Pemerintah Tersedianya Laporan Kertas 2 laporan 100.000.000 | Penyusunan Laporan Pemerintah Tersedianya Laporan Kertas 2 laporan 62.500.000 | [04] Optimalisasi
Penerimaan dan Pengeluaran Kabupaten Musi Kerja Barang Milik Daerah dan Penerimaan dan Pengeluaran Kabupaten Musi Kerja Barang Milik Daerah dan Birokrasi
Barang Inventaris Pemerintah Banyuasin Realisasi Rincian Belanja Barang Barang Inventaris Pemerintah Banyuasin Realisasi Rincian Belanja Barang [04.03] Peningkatan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahan
Indeks Persepsi
Korupsi
17 34 Penyusunan Laporan Barang Pemerintah Tersedianya Laporan BMD 6 Laporan 335.000.000 | Penyusunan Laporan Barang Pemerintah Tersedianya Laporan BMD 6 Laporan 300.000.000 | [04] Optimalisasi
Milik Daerah Kabupaten Musi Tahunan Unaudited, Laporan Milik Daerah Kabupaten Musi Tahunan Unaudited, Laporan Birokrasi
Banyuasin. BMD Tahunan Audited, Laporan Banyuasin. BMD Tahunan Audited, Laporan [04.03] Peningkatan
BMD Penyusutan Unaudited, BMD Penyusutan Unaudited, transparansi dan
Laporan Penyusutan BMD Laporan Penyusutan BMD akuntabilitas
Audited, Laporan BMD Audited, Laporan BMD pemerintahan
Semesteran dan Laporan BMD Semesteran dan Laporan BMD Indeks Persepsi
Penyusutan Semesteran Penyusutan Semesteran Korupsi
17 35 Penghapusan BMD Kabupaten Musi Terlaksananya Pemusnahan dan 10 200.000.000 | Penghapusan BMD Kabupaten Musi Terlaksananya Pemusnahan dan 10 188.250.000 | [04] Optimalisasi
Banyuasin Penghapusan Barang Milik Dokumen Banyuasin Penghapusan Barang Milik Dokumen Birokrasi
Daerah yang tidak dapat Daerah yang tidak dapat [04.03] Peningkatan
digunakan, dimanfaatkan digunakan, dimanfaatkan transparansi dan
dan/atau dipindahtangankan dan dan/atau dipindahtangankan dan akuntabilitas
Outcome/kualitatifnya adalah Outcome/kualitatifnya adalah pemerintahan
dapat meningkatkan pengelolaan dapat meningkatkan pengelolaan Indeks Persepsi
barang milik daerah yang baik di barang milik daerah yang baik di Korupsi
lingkungan Pemerintah lingkungan Pemerintah Kabupat
Kabupaten Musi Banyuasin.
17 36 Pemindatanganan BMD Kabupaten Musi Terlaksananya 3 200.000.000 | Pemindatanganan BMD Kabupaten Musi Terlaksananya 3 188.250.000
Banyuasin Pemindahtanganan Aset Dokumen Banyuasin Pemindahtanganan Aset Dokumen
Kabupaten Pada 58 Perangkat Kabupaten Pada 58 Perangkat
Daerah dan 12 Bagian Setda, Daerah dan 12 Bagian Setda,
Outcome/kulitatifnya adalah Outcome/kulitatifnya adalah
dapat meningkatkan pengelolaan dapat meningkatkan pengelolaan
barang milik daerah yang baik di barang milik daerah yang baik di
lingkungan Pemerintah lingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin. Kabupaten Musi Banyuasin.
17 37 Penyusunan Laporan Dana Kabupaten Musi Tersusunnya Laporan Triwulan 2 Laporan 50.000.000 | Penyusunan Laporan Dana Kabupaten Musi Tersusunnya Laporan Triwulan 2 Laporan 39.500.000 | [04] Optimalisasi

Bergulir dan Dana Penyertaan
Modal Pemerintah

Banyuasin

Dana Bergulir dan Laporan
Triwulan Dana Penyertaan
Modal Pemerintah dan Laporan
Tahunan

Bergulir dan Dana Penyertaan
Modal Pemerintah

Banyuasin

Dana Bergulir dan Laporan
Triwulan Dana Penyertaan
Modal Pemerintah dan Laporan
Tahunan

Birokrasi

[04.03] Peningkatan
transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahan
Indeks Persepsi
Korupsi

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN




Rencana Kerja (Renja)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

17 38 Pendataan BMD Kabupaten Musi Tersedianya Data Aset Tanah dan | 40 Tanah 150.000.000 | Pendataan BMD Kabupaten Musi Tersedianya Data Aset Tanah dan | 40 Tanah 72000.000 | [04] Optimalisasi
Banyuasin Bangunan yang Akurat dan 80 Banyuasin Bangunan yang Akurat dan 80 Birokrasi
Bangunan Bangunan [04.03] Peningkatan
transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahan
Indeks Persepsi
Korupsi
17 39 Penilaian dan Pemanfaatan Kabupaten Musi Terlaksananya Penilaian untuk 10 197.250.000 | Penilaian dan Pemanfaatan Kabupaten Musi Terlaksananya Penilaian untuk 10 137.000.000 | [04] Optimalisasi
BMD Banyuasin pencatatan BMD, Pemanfaatan Penilaian BMD Banyuasin pencatatan BMD, Pemanfaatan Penilaian Birokrasi
BMD, Pemindahtanganan BMD Barang BMD, Pemindahtanganan BMD Barang Indeks Persepsi
dan Penaksiran Nilai Ganti Rugi Milik dan Penaksiran Nilai Ganti Rugi Milik Korupsi
BMD Daeraht BMD Daeraht
17 41 Penyusunan Peraturan tentang BPKAD KAB. Terlaksananya Penyusunan 1 Perbup 100.000.000 - - - - -
pengelolaan BMD MUBA Perbup Pengelolaan BMD
17 42 Penyusunan norma, standar, BPKAD Kaupaten Penyusunan Regulasi 2 130.080.000 | Penyusunan norma, standar, BPKAD Kaupaten Penyusunan Regulasi 2 130.080.000 | [04] Optimalisasi
pedoman, dan manual (NSPM) | Musi Banyuasin pengelolaan keuangan daerah Dokumen pedoman, dan manual Musi Banyuasin pengelolaan keuangan daerah Dokumen Birokrasi
tentang pedoman pelaksanaan (NSPM) tentang pedoman pelaksanaan [04.03] Peningkatan
dan penatausahaan APBD dan penatausahaan APBD transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahan
Indeks Persepsi
Korupsi
17 44 Penyusunan Rancangan BPKAD Tersedianya Peraturan Bupati 1 200.000.000 | Penyusunan Rancangan BPKAD Tersedianya Peraturan Bupati 1 98.000.000 | [04] Optimalisasi
Peraturan KDH tentang KAB.MUBA Musi Banyuasin tentang Raperbup Peraturan KDH tentang KAB.MUBA Musi Banyuasin tentang Raperbup Birokrasi
pedoman akuntansi keuangan Pedoman Penatausahaan pedoman akuntansi keuangan Pedoman Penatausahaan Indeks Persepsi
daerah Persediaan di Lingkungan daerah Persediaan di Lingkungan Korupsi
Pemerintah Kabupaten Musi Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin yang digunakan untuk Banyuasin yang digunakan untuk
acuan dan keseragaman dalam acuan dan keseragaman dalam
pengelolaan persediaan. pengelolaan persediaan.
17 45 Sosialisasi regulasi tentang BPKAD KAB. Tersedianya Operator yang 50 OPD 349.350.000 - - - - -
pedoman akuntansi keuangan MUBA memahami Pedoman Kebijakan
daerah Akuntansi, Pedoman Pelaksanaan
dan Penatausahaan APBD Kab.
Muba
17 47 Pengelolaan e-Budgeting BPKAD Kab Sistem Penganggaran Elektronik 1 Sistem 285.000.000 | Pengelolaan e-Budgeting BPKAD Kab Muba Sistem Penganggaran Elektronik 1 Sistem 100.000.000 | [04] Optimalisasi
Muba Birokrasi
[04.03] Peningkatan
transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahan
Indeks Persepsi
Korupsi
17 48 Pengamanan dan pengendalian Kantor BPKAD Terlaksananya Pengamanan 3 243.000.000 Pengamanan dan Kantor BPKAD Terlaksananya Pengamanan 3 81.000.000 [04] Optimalisasi
BMD Kabupaten Musi Barang Milik Daerah Pada 58 Dokumen pengendalian BMD Kabupaten Musi Barang Milik Daerah Pada 58 Dokumen Birokrasi
Banyuasin Perangkat Daerah dan 12 Bagian Banyuasin Perangkat Daerah dan 12 Bagian [04.03] Peningkatan
Setda Outcome/kulitatifnya Setda transparansi dan
adalah dapat meningkatkan akuntabilitas
pengelolaan barang milik daerah pemerintahan
yang baik di lingkungan Indeks Persepsi
Pemerintah Kabupaten Musi Korupsi
Banyuasin
17 50 Penyusunan KUA dan PPAS Kantor BPKAD Dokumen KUA- PPAS Induk 1 Buku 600.000.000 | Penyusunan KUA dan PPAS Kantor BPKAD Kab. Dokumen KUA- PPAS Induk 1 Buku 350.000.000 | [04] Optimalisasi

Kab. Musi
Banyuasin

Musi Banyuasin

Birokrasi

[04.03] Peningkatan
transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahan
Indeks Persepsi
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Korupsi

Dokumen KUA-PPAS
Perubahan

1 Buku

Dokumen KUA-PPAS
Perubahan

1 Buku
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1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung
dengan pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan tinggi
maupun dari perangkat Daerah Kabupaten/kota yang langsung ditujukan
kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan
Informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamat
pelaksanaan Musrembang Kabupaten/kota (bila sudah dilakukan), sampai
dengan Rencana Kerja ini diusulkan belum ada usulan Program dan Kegiatan
dari Masyarakat kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun
Anggaran 2021, akan tetapi usulan Program dan Kegiatan para Pemangku
kepentingan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah sebagai Pemangku Pengelola Keuangan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada table dibawah ini :

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

OPD : BADANPENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NO Besaran / Volume
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Catatan
Target Jumlah Pagu
2 4 3 5 7 11
01 Program Pelayanan Persentase pemenuhan 100 % 3.284.151.900
Administrasi Perkantoran layanan administrasi
perkantoran
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, kantor BPKAD Tersedianya Pembayaran 12 Bulan
sumber daya air dan listrik Kab. Muba, Rekening Listrik, Air, 638.558.750
Sekayu Teleponda TV
(Kelurahan Kabel/Internet
Serasan Jaya)
01 05 Penyediaan jasa jaminan barang Kantor BPKAD | Terlindunginya aset-aset 13 Unit 124.400.000
milik daerah Kab Muba, milik BPKAD Kabupaten
Sekayu Musi Banyuasin
(Kelurahan
Serasan Jaya)
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01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Kabupaten Tersedianya pembayaran 13 Unit 30.000.000
dan perizinan kendaraan Musi Banyuasin | Pajak Kendaraan roda 4
dinas/operasional (empat)
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor BPKAD | Tersedianya Alat Tulis 62 Jenis 198.100.000
Kab. Muba, Kantor
Sekayu
(Kelurahan
Serasan Jaya)
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Kantor BPKAD | Tersedianya Barang Cetak 21 Jenis 198.193.150
penggandaan
Tersedianya Biaya 12 Bulan
Penggandaan
01 12 Penyediaan komponen instalasi Kantor BPKAD | Tersedianya Komponen 20 Jenis 69.000.000
listrik/penerangan bangunan Kab.Muba Instalasi Listrik
kantor
01 14 Penyediaan peralatan rumah Kantor BPKAD | Tersedianya Peralatan 40 Jenis 80.000.000
tangga Kebersihan dan Bahan
Pembersih Kantor
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Kantor BPKAD | Tersedianya Bahan bacaan 2 Jenis 50.000.000
peraturan perundang-undangan Kab. Muba dan buku peraturan
perundang-undangan
01 17 Penyediaan makanan dan Kantor BPKAD | Tersedianya biaya makan 2 Jenis 108.800.000
minuman Kab. Muba minum rapat dan tamu
01 18 Rapat-rapat kordinasi dan Luar Kabupaten | Terlaksananya koordinasi 45 Orang/kali 250.000.000
konsultasi ke luar daerah Musi Banyuasin | dan konsultasi keluar daerah
01 19 Rapat-rapat kordinasi dan Dalam Daerah Teraksananya koordinasi 24 Orang / 106.800.000
konsultasi ke dalam daerah Kabupaten dan konsultasi kedalam kali
Musi Banyuasin | daerah
01 20 Penyediaan Jasa Pendukung Kantor BPKAD | Tersedianya jasa pendukung 63 Orang 1.430.300.000
Administrasi/Teknis Perkantoran Kab.Muba administrasi/teknis
perkantoran
02 Program peningkatan sarana Persentase sarana dan 100 % 656.524.250
dan prasarana aparatur prasarana aparatur dalam
kondisi baik
02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Kantor BPKAD | Tersedianya suku cadang 13 Unit 350.000.000
kendaraan dinas/operasional Kab.Muba kendaraan dinas kendaraan
kendaraan
roda empat
Tersedianya BBM 13 Unit
kendaraan dinas kendaraan
kendaraan
roda empat
02 28 Pemeliharaan rutin/berkala Kantor BPKAD | Tersedianya Biaya 9 Jenis 98.600.000
peralatan gedung kantor Kab.Muba Pemeliharaan peralatan /
mesin
03 Program peningkatan disiplin Persentase pengelolaan 100 % 207.924.250
aparatur kepegawaian yang
dilaksanakan tepat waktu
03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya Pakaian Dinas 143 stel 112.510.000
perlengkapannya beserta Perlengkapannya
03 05 Pengadaan pakaian khusus hari- Kantor BPKAD | Tersedianya Pakaian Batik 143 stel 95.414.250
hari tertentu Kab.Muba dan Olahraga
05 Program peningkatan kapasitas Persentase pengelolaan 100 % 138.582.000
sumber daya aparatur kepegawaian yang
dilaksanakan tepat waktu
05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Pengiriman Peserta Diklat 3 Orang 50.000.000
PIM I & PIM IV
05 04 Peningkatan Kapasitas Teknis Luar daerah Pengiriman Peserta Diklat 8 Orang 88.582.000
Aparatur Kab. Muba Pengelolaan Keuangan
06 Program peningkatan Persentase laporan 100 % 60.610.000
pengembangan sistem capaian kinerja dan
pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang
keuangan dilaksanakan sangat tepat
06 01 Penyusunan laporan capaian Kantor BPKAD | Tersusunnya LKjIP 1 laporan 29.840.000
kinerja dan ikhtisar realisasi Kab. Muba
kinerja SKPD
Tersusunnya LPPD 1 laporan
Tersusunnya LKPJ 1 laporan
06 05 | Penyusunan Rancangan Kerjadan | Kantor BPKAD | Tersusunnya Rancangan 2 laporan 30.770.000
Penetapan Kinerja OPD Kab. Muba Kerja dan Penetapan Kinerja
OPD
17 Program peningkatan dan % OPD yang menerapkan 100% 5.683.925.000
Pengembangan pengelolaan ABK
keuangan daerah
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% Laporan Keuangan 100%
OPD sesuai SAP
9% Pencairan Dana On 100%
Skedul
% Data Aset yang Akurat 100%
17 01 Penyusunan analisa standar BPKAD Kab. Dokumen ASB 1 Perbup 250.000.000 | [04] Optimalisasi
belanja Muba Birokrasi
[04.03] Peningkatan
transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahan
Indeks Persepsi Korupsi
Dokumen Standar Biaya 1 Keputusan
Bupati
Dokumen Standar Perjadin 1 Keputusan
Bupati
17 06 Penyusunan rancangan peraturan BPKAD Tersusunnya Raperda Pra, 1 Perda 300.000.000 | [04] Optimalisasi
daerah tentang APBD Kabupaten Pasca dan Perda Birokrasi
Musi Banyuasin [04.03] Peningkatan
transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahan
Indeks Persepsi Korupsi
17 07 Penyusunan rancangan peraturan BPKAD Tersusunnya Perbup tentang 1 Perbup 300.000.000 | [04] Optimalisasi
KDH tentang Penjabaran APBD Kabupaten Penjabaran APBD Tahun Birokrasi
Musi Banyuasin | Anggaran 2022 [04.03] Peningkatan
transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahan
Indeks Persepsi Korupsi
17 08 Penyusunan rancangan peraturan Kantor BPKAD | Tersusunnya Raperda dan 2 Dokumen 300.000.000 | [04] Optimalisasi
daerah tentang Perubahan APBD Kab.Muba Perda Tentang Perubahan Birokrasi
APBD Kabupaten Musi [04.03] Peningkatan
Banyuasin Tahun 2021. transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahan
Indeks Persepsi Korupsi
17 09 Penyusunan rancangan peraturan BPKAD KAB. Tersusunnya Raperbup dan 2 Dokumen 300.000.000 | [04] Optimalisasi
KDH tentang Penjabaran MUBA Perbup Tentang Perubahan Birokrasi
Perubahan APBD APBD Kabupaten Musi [04.03] Peningkatan
Banyuasin Tahun 2021 transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahan
Indeks Persepsi Korupsi
17 10 Penyusunan rancangan peraturan Kantor BPKAD | Raperda tentang 1 Raperda 188.000.000 | [04] Optimalisasi
daerah tentang Kab.Muba Pertanggung jawaban APBD Birokrasi
pertanggungjawaban pelaksanaan TA.2020 Indeks Persepsi Korupsi
APBD
17 11 Penyusunan rancangan peraturan Kabupaten Raperbub tentang 1 Raperbup 177.500.000 | [04] Optimalisasi
KDH tentang penjabaran Musi Banyuasin | Penjabaran Pertanggung Birokrasi
pertanggungjawaban pelaksanaan jawaban Pelaksanaan APBD Indeks Persepsi Korupsi
APBD TA. 2020
17 20 Pengembangan dan Pemeliharaan Kantor BPKAD | Pemeliharaan Program 1 Aplikasi 377.500.000 | [04] Optimalisasi
Sistem Informasi Manajemen Kab. Muba Aplikasi, Database Simda (12 Bulan 51 Birokrasi
Daerah (SIMDA) Keuangan OPD) Indeks Persepsi Korupsi
Perangkat Daerah
17 21 Asistensidan Verifikasi RKA dan | BPKAD Tersedianya RKA, RKAP, 4 Jenis 250.000.000 | [04] Optimalisasi
DPA SKPD Kabupaten DPA dan DPPA yang Valid Birokrasi
Musi dan sesuai setelah di [04.03] Peningkatan
Banyuasin. verifikasi transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahan
Indeks Persepsi Korupsi
17 22 Penyelenggaraan Kegiatan Kabupaten Terlaksananya pengelolaan 1 Laporan 179.801.000 | [04] Optimalisasi

SKPKD

Musi Banyuasin

dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dana
PPKD meliputi Dana
Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bantuan Keuangan
dan Pembiayaan Daerah dan
penyertaan modal dan
APBD secara Komprehensif

Birokrasi
Indeks Kepuasan
Masyarakat
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17 23 Updating Database dan Kantor BPKAD | Terpeliharanya sistem 1 Aplikasi 196.340.000 | [04] Optimalisasi
Pemeliharaan Pengelolaan SIM Kab. Muba informasi manajemen gaji Birokrasi
Gaji [04.03] Peningkatan
transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahan
Indeks Persepsi Korupsi
17 24 Pelaksanaan Penatausahaan Kantor BPKAD | Terlaksananya 5 Jenis 115.084.000 | [04] Optimalisasi
Administrasi Keuangan Daerah Kab. Muba penatausahaan administrasi Birokrasi[04.03]
keuangan daerah Peningkatan transparansi
dan akuntabilitas
pemerintahanindeks
Persepsi Korupsi
17 25 Publikasi APBD Kabupaten Buku Saku APBD Induk dan | 100 Buku 100.000.000 | [04] Optimalisasi
Musi Banyuasin | Perubahan 2021 Birokrasi
[04.03] Peningkatan
transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahan
Indeks Persepsi Korupsi
Buku Profil APBD Induk 100 Buku
dan Perubahan 2021
Leaflet 2000 Lembar
Standing Benner 4 Buah
17 26 Penyusunan Laporan Keuangan Kantor BPKAD | Tersusunnya Laporan 1 Laporan 78.400.000 | [04] Optimalisasi
Semesteran APBD Kab. Muba Keuangan Semesteran Birokrasi
[04.03] Peningkatan
transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahan
Indeks Persepsi Korupsi
17 27 Penyusunan Laporan Keuangan Kantor BPKAD | Tersusunnya laporan 2 laporan 266.000.000 | [04] Optimalisasi
Pemerintah Daerah Kab. Muba keuangan pemerintah daerah Birokrasi
[04.03] Peningkatan
transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahan
Indeks Persepsi Korupsi
17 28 Penyusunan Laporan Realisasi Kantor BPKAD | Tersusunnya Laporan 12 laporan 227.500.000 | [04] Optimalisasi
APBD Kab. Muba realisasi APBD Birokrasi
Indeks Persepsi Korupsi
17 30 Monitoring dan Evaluasi Dana Kabupaten Terlaksananya monitoring 1 Laporan 129.120.000 | [04] Optimalisasi
Hibah, Bantuan Sosial, dan Musi Banyusin dan evaluasi Dana Hibah Birokrasi
Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Sosial dan Dana [04.03] Peningkatan
Alokasi Dana Desa/ Kel transparansi dan
(ADD/K) dalam Kabupaten akuntabilitas
Musi Banyuasin pemerintahan
Indeks Persepsi Korupsi
17 31 Pengembangan dan Pemeliharaan Kabupaten Tersedianya Laporan 3 Laporan 202.100.000 | [04] Optimalisasi
Aplikasi Barang Milik Daerah Musi Penetapan status BMD, dan 2 Birokrasi
Banyuasin, Reklasifikasi Aset, Aplikasi [04.03] Peningkatan
Sekayu Pengalihan Status (SIMDA transparansi dan
(Kelurahan Penggunaan BMD dan Up to | BMD dan akuntabilitas
Serasan Jaya) date Aplikasi BMD Serekat) pemerintahan
Indeks Persepsi Korupsi
17 33 Penyusunan Laporan Penerimaan Pemerintah Tersedianya Laporan Kertas 2 laporan 62.500.000 | [04] Optimalisasi
dan Pengeluaran Barang Kabupaten Kerja Barang Milik Daerah Birokrasi
Inventaris Pemerintah Musi Banyuasin | dan Realisasi Rincian [04.03] Peningkatan
Belanja Barang Perangkat transparansi dan
Daerah akuntabilitas
pemerintahan
Indeks Persepsi Korupsi
17 34 Penyusunan Laporan Barang Pemerintah Tersedianya Laporan BMD 6 Laporan 300.000.000 | [04] Optimalisasi
Milik Daerah Kabupaten Tahunan Unaudited, Birokrasi
Musi Laporan BMD Tahunan [04.03] Peningkatan
Banyuasin. Audited, Laporan BMD transparansi dan

Penyusutan Unaudited,
Laporan Penyusutan BMD
Audited, Laporan BMD
Semesteran dan Laporan
BMD Penyusutan
Semesteran

akuntabilitas
pemerintahan
Indeks Persepsi Korupsi
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17 35 Penghapusan BMD Kabupaten Terlaksananya Pemusnahan 10 Dokumen 188.250.000 | [04] Optimalisasi
Musi Banyuasin | dan Penghapusan Barang Birokrasi
Milik Daerah yang tidak [04.03] Peningkatan
dapat digunakan, transparansi dan
dimanfaatkan dan/atau akuntabilitas
dipindahtangankan dan pemerintahan
Outcome/kualitatifnya Indeks Persepsi Korupsi
adalah dapat meningkatkan
pengelolaan barang milik
daerah yang baik di
lingkungan Pemerintah
Kabupat
17 36 Pemindatanganan BMD Kabupaten Terlaksananya 3 Dokumen 188.250.000
Musi Banyuasin | Pemindahtanganan Aset
Kabupaten Pada 58
Perangkat Daerah dan 12
Bagian Setda,
Outcome/kulitatifnya adalah
dapat meningkatkan
pengelolaan barang milik
daerah yang baik di
lingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin.
17 37 Penyusunan Laporan Dana Kabupaten Tersusunnya Laporan 2 Laporan 39.500.000 | [04] Optimalisasi
Bergulir dan Dana Penyertaan Musi Banyuasin | Triwulan Dana Bergulir dan Birokrasi
Modal Pemerintah Laporan Triwulan Dana [04.03] Peningkatan
Penyertaan Modal transparansi dan
Pemerintah dan Laporan akuntabilitas
Tahunan pemerintahan
Indeks Persepsi Korupsi
17 38 Pendataan BMD Kabupaten Tersedianya Data Aset 40 Tanah dan 72.000.000 | [04] Optimalisasi
Musi Banyuasin | Tanah dan Bangunan yang 80 Bangunan Birokrasi
Akurat [04.03] Peningkatan
transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahan
Indeks Persepsi Korupsi
17 39 Penilaian dan Pemanfaatan BMD Kabupaten Terlaksananya Penilaian 10 Penilaian 137.000.000 | [04] Optimalisasi
Musi Banyuasin | untuk pencatatan BMD, Barang Milik Birokrasi
Pemanfaatan BMD, Daeraht Indeks Persepsi Korupsi
Pemindahtanganan BMD
dan Penaksiran Nilai Ganti
Rugi BMD
17 42 Penyusunan norma, standar, BPKAD Penyusunan Regulasi 2 Dokumen 130.080.000 | [04] Optimalisasi
pedoman, dan manual (NSP M) Kaupaten Musi pengelolaan keuangan Birokrasi
Banyuasin daerah tentang pedoman [04.03] Peningkatan
pelaksanaan dan transparansi dan
penatausahaan APBD akuntabilitas
pemerintahan
Indeks Persepsi Korupsi
17 44 Penyusunan Rancangan Peraturan BPKAD Tersedianya Peraturan 1 Raperbup 98.000.000 | [04] Optimalisasi
KDH tentang pedoman akuntansi KAB.MUBA Bupati Musi Banyuasin Birokrasi
keuangan daerah tentang Pedoman Indeks Persepsi Korupsi
Penatausahaan Persediaan di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin
yang digunakan untuk acuan
dan keseragaman dalam
pengelolaan persediaan.
17 47 Pengelolaan e-Budgeting BPKAD Kab Sistem Penganggaran 1 Sistem 100.000.000 | [04] Optimalisasi
Muba Elektronik Birokrasi
[04.03] Peningkatan
transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahan
Indeks Persepsi Korupsi
17 48 Pengamanan dan pengendalian Kantor BPKAD | Terlaksananya Pengamanan 3 Dokumen 81.000.000 | [04] Optimalisasi

BMD

Kabupaten
Musi Banyuasin

Barang Milik Daerah Pada
58 Perangkat Daerah dan 12
Bagian Setda

Birokrasi

[04.03] Peningkatan
transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahan

Indeks Persepsi Korupsi
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Penyusunan KUA dan PPAS

Kantor BPKAD
Kab. Musi
Banyuasin

Dokumen KUA- PPAS
Induk

1 Buku

350.000.000

[04] Optimalisasi
Birokrasi

[04.03] Peningkatan
transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahan

Indeks Persepsi Korupsi

Dokumen KUA-PPAS
Perubahan

1 Buku
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BAB lll

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN,
DAN ASET DAERAH

1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Tema Pembangunan vyang tercantum dalam Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) Tahun 2021 adalah

“Indonesia Berpenghasilan Menegah-Tinggi yang Sejahtera, Adil

dan Berkesinambungan”

Adapun Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Penurunan Ketimpangan Antar Wilayah :
e Pengembangan Pedesaan, wilayah terdepan, tertular dan tertinggal.
e Penigkatan sarana dan prasarana social-ekonomi di KTl dan daerah
tertinggal lainnya.
2. Penguatan Pusat Pertumbuhan Wilayah.
¢ Peningkatan Konektivitas antar-wilayah.
e Optimalisasi dan Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah
(KEK, KI, KPBPB, KSPN)
3. Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Daya Saing Daerah.
e Peningkatan tata kelola dan kapasitas Pemda dan Pemdes
(kelembagaan, keuangan, dan SDM Aparatur)
e Percepatan pemenuhan pelayanan dasar untuk masyarakat miskin

terutama di daerah tertinggal.
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¢ Peningkatan inovasi pemerintahan daerah.
e Peningkatan kemudahan perizinan.
e Pengembangan kerja sama antar daerah, kolaborasi multi pihak, serta
meningkatkan kualitas SDM.
¢ Penataan pola hubungan Pusat dan Daerah.
4. Pengelolaan urbanisasi
e Peningkatan peran kota kecil-menegah dan pengendalian kota besar
metropolitan.
5. Pemanfaatan ruang.
e Penegakan penataan ruang yang berbasis kebencanaan dan penigkatan

kepastian hukum ha katas tanah

Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020
harus sejalan dengan Rencana Kebijakan Ekonomi Nasional dan Provinsi

Tahun 2020.

Sedangkan Pemerintah Provinsi Sumatera selatan telah menetapkan 16 (enam
belas) Indikator sasaran dalam Rancangan awal RPJMD Provinsi Sumatera
selatan Tahun 2018-2023 sebagai berikut :
1. Maju Ekonomi Kerakyatan.

1. Pertumbuhan ekonomi

2. Pengeluaran Per kapita

3. PDRB per kapita

4. Rasio Gini

5. Inflasi
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2. Maju Investasi, Industri dan Perdangangan
1. Pertumbuhan PDRB sektor industri Pengelolaan
2. Pertumbuhan PDRB sektor perdangangan
3. Realisasi PMA
4. Realisasi PMDN
5. Neraca Perdangangan
3. Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan
1. Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Perternakan, Perburuan dan
Jasa Pertanian
2. Nilai Tukar Petani
3. Nilai Tukar Nelayan
4.  Nilai Tukar Pembudidaya lkan (NTPI)
4. Maju Kesejahteraan Masyarakat
1. Angka Kemiskinan
2. Tingkat Pengangguran Terbuka
5. Maju Akses Energi
1. Rasio Desa Berlistrik
6. Maju Kesehatan Bermasyarakat
1. Angka Usia Harapan Hidup
7. Maju Akses Pendidikan Berkualitas
1. Angkarata-rata Lama Sekolah
2. Angka Harapan Lama Sekolah
8. Maju Pembangunan Responsif Gender dan Perlindungan Anank
1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
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3. Rasio Kabbupaten/ Kota menuju Kota Layak Anak.
9. Maju Pelayanan Publik Berkualitas
1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Indeks Inovasi Daerah
10. Maju Pembangunan yang Transparansi dan Akuntabel
1. Nilai SAKIP
2.  Opini BPK
11.Maju Aparatur Profesional dan Berintergritas
1. Indeks Persepsi Korupsi
12.Maju Kualitas Lingkungan Hidup
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
13.Maju Infrastruktur dan Konektivitas
1. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak
2. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak
3. Persentase kondisi jalan mantap
4. Persentase akses internet
14.Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama
1. Persentase penurunan Konflik social
15. Maju Seni, Budaya dan Pariwisata
1. Jumlah Wisatawan Mancanegara
2. Jumlah Wisatawan Nusantara
3. Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan
16.Maju Pemuda dan Olahraga
1. Peringkat Sumsel pada PON 2020

2. Jumlah Pemuda Berprestasi
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Dengan mengacu hal tersebut di atas dan mempertimbangkan kondisi
nyata yang dihadapi maka ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Musi
Banyuasin pada tahun 2021 adalah :

“Optimalisasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam Percepatan

Hilirisasi Industri”

Untuk menjalankan tema tersebut maka ditetapkan 4 (empat) Prioritas
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 sebagai berikut :
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Penguatan Daya Saing melalui Inovasi dan hilirisasi Industri untuk
meningkatkan nilai tambah ekonomi.
3.  Peningkatan Konektivitas, Infrastruktur dasar dan kualitas lingkungan.
4.  Optimalisasi Birokrasi.
Arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten
Musi Banyuasin tahun 2017-2022 dalam mendukung program prioritas daerah
dinyatakan dengan semangat “Muba Bergerak” untuk “Menuju muba Maju
Berjaya 2022” adapun Program prioritas pada tahun 2021 sebagai berikut :
1. Prioritas Daerah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan
Program Prioritas yang terdiri dari :
e Peningkatan pelayanan pendidikan berkualitas.
¢ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat
e Penguatan system jaminan dan perlindungan social

e Pembangunan SDM yang inovatif dan berdaya saing
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2. Prioritas Daerah Penguatan Daya Saing melalui Inovasi dan hilirisasi
Industri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dengan Program

Prioritas yang terdiri dari :

Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, industri dan jasa
e Inovasi dan hilirisasi produk
e Pengembangan kewirausahaan dan diverifikasi sumber pendapatan
rumah tanggga miskin
e Peningkatan investasi
e Perluasan dan penguatan pemasaran komoditi dan produk
3. Prioritas Daerah Peningkatan Konektivitas, Infrastruktur dasar dan
kualitas lingkungan dengan Program Prioritas yang terdiri dari :
e Penguatan Konektivitas dan akses kawasan produksi dengan kawasan
distribusi.
e Percepatan pembangunan akses dan sarana di wilayah kantong
kemiskinan dan perbatasan.
e Pembangunan kawasan permukiman yang layak.
e Pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan penanggulangan
bencana.

4. Prioritas Daerah Optimalisasi Birokrasi dengan Program Prioritas yang
terdiri dari :

e Peningkatan kualitas aparatur (professional dan berintegritas)
¢ Peningkatan kualitas pelayanan public
¢ Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan

¢ Peningkatan kemandirian daerah dalam pendanaan pembangunan.
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Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
merupakan lembaga unsur penunjang pemerintah daerah Urusan Keuangan
guna mendukung Visi Kabupaten Musi Bnyuasin “Menuju Muba Maju
Berjaya 2022” untuk mewujudkan visi tersebut Kabupaten Musi banyuasin
didukung oleh 7 (tujuh) Misi Kabupaten sesuai dengan RPJMD Tahun 2017-
2022.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
mendukung Misi Kesatu dari Misi Kabupaten yaitu “ Meningkatkan Tata
kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kualitas Birokrasi
yang Bersih Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat “ yang
dijabarkan dalam 1 (satu) tujuan yaitu :

1. Meningkatkan Birokrasi yang bersih, Responsif dan bertanggungjawab.
Pencapaian secara bertahap dari tujuan ini didukung oleh 3 (tiga) sasaran
tahunan yaitu :

a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan keuangan daerah.
b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
c. Optimalisasi Pemamfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung

pelayanan publik menuju smart city

1.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan merupakan penjabaran implementasi dari pernyataan misi yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan
ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan

pada isu-isu dan analisa strategi Kabupaten Musi Banyuasin, Tujuan
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menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang, yang akan
mengarahkan rumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam
rangka merealisasikan misi.

Tujuan :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah
2. Terwujudnya Aparatur yang berkualitas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai
secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik,
terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran
dinyatakan pula indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan
pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Berikut ini adalah sasaran yang ingin dicapai BPKAD untuk Tahun

2021 dan indikator sasarannya :

sasaran Indikator Sasaran Satuan Target
1 2 3 4
1. Meningkatnya 1. % OPD yang % 100%
Kualitas menerapkan Anggaran
Pengelolaan Berbasis Kinerja (ABK)
Keuangan
Daerah 2. % Laporan Keuangan % 100%
OPD sesuai SAP
3. % Pencairan Dana On % 100%
Skedul
2. Meningkatnya 1. % Data Aset yang % 100%
kualitas Akurat
pengelolaan
asset daerah
yang akuntabel
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3. Terwujudnya 1. Persentase pemenuhan % 100%
peningkatan adiministrasi
kapasitas kinerja perkantoran
aparatur

4. Terwujudnya 1. Persentase pemenuhan % 100%
kelancaran sarana dan prasarana
administraSi aparatur
kantor

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, langkah selanjutnya
yang perlu dilakukan adalah menetapkan cara pencapaiannya melalui
tahapan Penetapan kebijakan yang merupakan legal dari kegiatan yang akan
dilaksanakan serta penyusunan program-program strategis yang mendukung

pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk
dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun
pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan
dalam mewujudkan sasaran tujuan pemerintah daerah.

Kebijakan dilaksanakan melalui strategi :

1. Peningkatan koordinasi dengan OPD dan TAPD dalam rangka
penyusunan Anggaran yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku
dan peningkatan kualitas SDM.

2. Penigkatan koordinasi dengan PD dalam rangka penyusunan laporan
keuangan yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan
peningkatan kualitas SDM.

3. Peningkatan koordinasi PD dalam rangka penatausahaan keuangan
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daerah yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan
peningkatan kualitas SDM.

4, Peningkatan kualitas penatausahaan asset daerah yang akurat.

5. Melakukan pengawasan secara berjenjang dan mengikut sertakan
ASN dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

6. Penyediaan sarana dan prasarana aparatur

Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten
yang telah ditetapkan, maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam
program dan kegiatan perlu dilakukan Perangkat Daerah, Program merupakan
kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh
instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif
masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan
sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian
Visi dan Misi Kabupaten. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan
strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah
operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku vyaitu
peraturan Menteri dalam  Negeri Nomor 13 memperhatikan dan
mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
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I1l.3 Program dan Kegiatan

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 dan sebagai langkah

dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Musi Banyuasin maka Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Musi Banyuasin. Untuk

Tahun 2021 implementasi Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin meliputi 53 kegiatan dalam 6

program, untuk mendukung 4 (empat) sasaran strategis adalah sebagai berikut

Program utama yang menunjang tugas dan fungsi Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah adalah:

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah.

Dari Program utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diatas

untuk dapat dijabarkan sebagai berikut :

1). Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Kegiatan :

1. Penyusunan analisa standar belanja

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran
APBD

4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD

5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Daerah tentang

Penjabaran Perubahan APBD
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Rencana Kerja (Renja)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pengembangan dan Pemeliharaan  Sistem  Informasi
Manajemen Daerah (SIMDA)

Asistensi dan Verifikasi RKA dan DPA SKPD

Penyelenggaraan Kegiatan SKPKD

Updating Database dan Pemeliharaan SIM Gaji

Pelaksanaan Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah
Publikasi APBD

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran APBD
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Penyusunan Laporan Realisasi APBD

Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah, Bantuan Sosial dan
Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengembangan, Pemeliharaan Aplikasi Barang Milik Daerah
Penyusunan Laporan penerimaan dan pengeluaran barang
inventaris pemerintah.

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

Penghapusan BMD

Pemindahtanganan BMD

Penyusunan Laporan Dana Bergulir dan Dana Penyertaan
Modal Pemerintah.

Pendataan BMD

Penilaian dan Pemamfaatan BMD

Penyusunan Norma, Standar, pedoman dan manual (NSPM)
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pedoman
Akuntansi Keuangan Daerah

Pengelolaan e- budgeting.

Pengamanan dan pengedalian BMD

Pneyusunan KUA dan PPAS
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Sedangkan Program rutin penunjang program utama tugas dan fungsi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

12 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Kegiatan :
1. Pemeliharaan ruitnberkala kendaraan dinas/ operasional

2. Pemeliharaan ruitnberkala Peralatan gedung kantor

3). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan :
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
2. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

4). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan :
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
2. Peningkatan Kapasitas Teknis Aparatur.
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6). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja
OPD

2. Penyusunan Rancangan Kerja dan Penetapan Kinerja
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HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Tahun Perencanaan : 2021

Nama Organisasi

(4.00.04.01) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rekapitulasi Hasil Musrenbang Forum SKPD Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Catatan Kebutuhan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Lokasi Target Indikatif Penting Target Dana/ Pagu
Program/Kegiatan dan Kegiatan Kegiatan Cg‘ﬁgﬁ;‘ Sumber Jumlah Pagu f(éilg::’?;‘ Indikatif
Dana (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.208.009.400
BELANJA LANGSUNG 9.823.793.150 9.875.201.900
4.01 NON URUSAN 4.139.868.150 4.140.396.900
4.01 01 PROGRAM PADA SETIAP 4.139.868.150 4.140.396.900
PERANGKAT DAERAH
401 | 01 4.00.04.01 | 01 Program Pelayanan Persentase pemenuhan 100 % 3.284.151.900 100 % 3.284.151.900
Administrasi Perkantoran layanan administrasi
perkantoran
401 | 01 4.00.04.01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya Pembayaran | kantor BPKAD 12 Bulan APBD 638.558.750 12 Bulan 638.558.750
sumber daya air dan listrik Rekening Listrik, Air, Kab. Muba, KAB
Teleponda TV Sekayu
Kabel/Internet (Kelurahan
Serasan Jaya)
Uraian Kegiatan
1. Belanja Telepon kantor BPKAD 54.00 APBD 27.000.000
Kab. Muba, Bulan KAB
Sekayu,
Kelurahan
Serasan Jaya
2. Belanja Air Kantor 9.00 Bulan APBD 4.500.000
BPKAD, KAB
Sekayu,
Kelurahan
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3. Belanja Listrik Kantor 9.00 Bulan APBD 256.500.000
BPKAD, KAB
Sekayu,
Kelurahan
Serasan Jaya
4. Belanja Kantor Bpkad 9.00 Bulan APBD 350.558.750
Kawat/Faksimili/Internet/Intrane Kab.MUBA, KAB
t/TV Kabel/TV Satelit Sekayu,
Kelurahan
Serasan Jaya
401 | 01 4.00.04.01 | 01 | 05 | Penyediaan jasa jaminan barang Terlindunginya aset-aset | Kantor BPKAD | 13 Unit APBD 124.400.000 13 Unit 124.400.000
milik daerah milik BPKAD Kab Muba, KAB
Kabupaten Musi Sekayu
Banyuasin (Kelurahan
Serasan Jaya)
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Tim Pengadaan Kantor BPKAD APBD 225.000
Barang Dan Jasa Kab Muba KAB
2. Honorarium APBD 200.000
Pemeriksa/Penerima Barang dan KAB
Jasa
3. Belanja Premi Asuransi Kantor BPKAD | 13.00 Unit APBD 117.000.000
Barang Milik Daerah Kab.Muba, KAB
Sekayu,
Kelurahan
Serasan Jaya
4. Belanja Penggandaan Kantor BPKAD | 1540.00 APBD 462.000
Kab.Muba, Lembar KAB
Sekayu,
Kelurahan
Serasan Jaya
5. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kantor BPKAD | 13.00 APBD 6.513.000
Daerah Kab.Muba, Orang KAB
Sekayu,
Kelurahan
Serasan Jaya
401 | 01 4.00.04.01 | 01 | 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan Tersedianya pembayaran | Kabupaten 13 Unit APBD 30.000.000 13 Unit 30.000.000
dan perizinan kendaraan Pajak Kendaraan roda 4 Musi Banyuasin KAB
dinas/operasional (empat)
Uraian Kegiatan
1. Belanja Jasa Pemeliharaan Kabupaten APBD 30.000.000
dan Perizinan Kendaraan Dinas Musi Banyuasin KAB
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401 | 01 4.00.04.01 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor BPKAD | 62 Jenis APBD 198.100.000 62 Jenis 198.100.000
Kantor Kab. Muba, KAB
Sekayu
(Kelurahan
Serasan Jaya)
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Tim Pengadaan Kantor BPKAD APBD 225.000
Barang Dan Jasa Kab. Muba KAB
2. Honorarium APBD 200.000
Pemeriksa/Penerima Barang dan KAB
Jasa
3. Belanja Alat Tulis Kantor Kantor BPKAD | 62.00 Jenis | APBD 195.125.000
Kab.Muba, KAB
Sekayu,
Kelurahan
Serasan Jaya
4. Belanja Perangko, Materai APBD 2.550.000
Dan Benda Pos Lainnya KAB
401 | 01 4.00.04.01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang Kantor BPKAD | 21 Jenis APBD 198.193.150 21 Jenis 198.193.150
penggandaan Cetak KAB
Tersedianya Biaya 12 Bulan 12 Bulan
Penggandaan
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Tim Pengadaan Kantor BPKAD APBD 225.000
Barang Dan Jasa KAB
2. Honorarium APBD 200.000
Pemeriksa/Penerima Barang dan KAB
Jasa
3. Belanja Cetak APBD 161.379.150
KAB
4. Belanja Penggandaan APBD 36.389.000
KAB
401 | 01 4.00.04.01 | 01 | 12 | Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Komponen Kantor BPKAD | 20 Jenis APBD 69.000.000 20 Jenis 69.000.000
listrik/penerangan bangunan Instalasi Listrik Kab.Muba KAB
kantor
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Tim Pengadaan Kantor BPKAD APBD 225.000
Barang Dan Jasa Kab.Muba KAB
2. Honorarium APBD 200.000
Pemeriksa/Penerima Barang dan KAB
Jasa
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3. Belanja Alat Listrik Dan APBD 68.575.000
Elektronik (Lampu Pijar, Battery KAB
Kering)
401 | 01 4.00.04.01 | 01 | 14 | Penyediaan peralatan rumah Tersedianya Peralatan Kantor BPKAD | 40 Jenis APBD 80.000.000 40 Jenis 80.000.000
tangga Kebersihan dan Bahan KAB
Pembersih Kantor
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Tim Pengadaan Kantor BPKAD APBD 225.000
Barang Dan Jasa KAB
2. Honorarium APBD 200.000
Pemeriksa/Penerima Barang dan KAB
Jasa
3. Belanja Peralatan ebersihan APBD 79.575.000
Dan Bahan Pembersih KAB
401 | 01 4.00.04.01 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya Bahan Kantor BPKAD | 2 Jenis APBD 50.000.000 2 Jenis 50.000.000
peraturan perundang-undangan bacaan dan buku Kab. Muba KAB
peraturan perundang-
undangan
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Tim Pengadaan Kantor BPKAD APBD 225.000
Barang Dan Jasa Kab. Muba KAB
2. Honorarium APBD 200.000
Pemeriksa/Penerima Barang dan KAB
Jasa
3. Belanja Surat Kabar/Majalah APBD 49.575.000
KAB
401 | 01 4.00.04.01 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan Tersedianya biaya Kantor BPKAD | 2 Jenis APBD 108.800.000 2 Jenis 108.800.000
minuman makan minum rapat dan Kab. Muba KAB
tamu
Uraian Kegiatan
1. Belanja Makanan Dan Kantor BPKAD APBD 51.850.000
Minuman Rapat Kab. Muba KAB
2. Belanja Makanan Dan APBD 56.950.000
Minuman Tamu KAB
401 | 01 4.00.04.01 | 01 | 18 | Rapat-rapat kordinasi dan Terlaksananya Luar Kabupaten | 45 APBD 250.000.000 45 250.000.000
konsultasi ke luar daerah koordinasi dan Musi Banyuasin | Orang/kali KAB Orang/kali
konsultasi keluar daerah
Uraian Kegiatan
1. Rapat-rapat kordinasi dan Luar Kabupaten APBD 250.000.000
konsultasi ke luar daerah Musi Banyuasin KAB
401 | 01 4.00.04.01 | 01 | 19 | Rapat-rapat kordinasi dan Teraksananya koordinasi | Dalam Daerah 24 Orang / APBD 106.800.000 24 Orang / 106.800.000
konsultasi ke dalam daerah dan konsultasi kedalam Kabupaten kali KAB kali
daerah Musi Banyuasin
Uraian Kegiatan
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1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah APBD 106.800.000
Dalam Daerah Kabupaten KAB
Musi Banyuasin
401 | 01 4.00.04.01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pendukung Tersedianya jasa Kantor BPKAD | 63 Orang APBD 1.430.300.000 63 Orang 1.430.300.000
Administrasi/Teknis Perkantoran | pendukung Kab.Muba KAB
administrasi/teknis
perkantoran
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Pengelola Barang Kantor BPKAD APBD 9.000.000
Daerah Kab.Muba KAB
2. Honorarium Operator Simda APBD 12.000.000
Keuangan KAB
3. Honorarium Operator Simda APBD 3.000.000
Gaji KAB
4. Honorarium Operator Simda APBD 6.000.000
Barang KAB
5. Honorarium Operator Sistem APBD 3.000.000
Informasi Pengendalian KAB
Pembangunan
6. Honorarium Admin APBD 3.000.000
RUP/MONEV KAB
7. Belanja Jasa Operator APBD 88.400.000
Komputer KAB
8. Belanja Jasa Kebersihan APBD 176.800.000
Kantor KAB
9. Belanja Jasa Keamanan APBD 88.400.000
Kantor KAB
10. Belanja Jasa Sopir APBD 44.200.000
KAB
11. Belanja Jasa Resepsionis APBD 154.700.000
KAB
12. Belanja Jasa Arsiparis APBD 88.400.000
KAB
13. Belanja Jasa Pengelola APBD 709.200.000
Database KAB
14. Belanja Jasa Tenaga Teknis APBD 44.200.000
Kantor KAB
401 | 01 4.00.04.01 | 02 Program peningkatan sarana Persentase sarana dan 100 % 448.600.000 100 % 448.600.000
dan prasarana aparatur prasarana aparatur
dalam kondisi baik
401 | 01 4.00.04.01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya suku cadang | Kantor BPKAD | 13 Unit APBD 350.000.000 13 Unit 350.000.000
kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas Kab.Muba kendaraan KAB kendaraan
kendaraan kendaraan
roda empat roda empat
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Tersedianya BBM 13 Unit 13 Unit
kendaraan dinas kendaraan kendaraan
kendaraan kendaraan
roda empat roda empat
Uraian Kegiatan
1. Belanja Penggantian Suku Kantor BPKAD APBD 157.110.000
Cadang Kab.Muba KAB
2. Belanja Bahan Bakar APBD 192.890.000
Minyak/Gas Dan Pelumas KAB
401 | 01 4.00.04.01 | 02 | 28 | Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya Biaya Kantor BPKAD | 9 Jenis APBD 98.600.000 9 Jenis 98.600.000
peralatan gedung kantor Pemeliharaan peralatan/ | Kab.Muba KAB
mesin
Uraian Kegiatan
1. Belanja Pemeliharan Kantor BPKAD APBD 98.600.000
Peralatan dan Mesin Kab.Muba KAB
401 | 01 4.00.04.01 | 03 Program peningkatan disiplin Persentase pengelolaan 100 % 207.924.250 100 % 208.510.000
aparatur kepegawaian yang
dilaksanakan tepat
waktu
401 | 01 4.00.04.01 | 03 | 02 | Pengadaan pakaian dinas beserta | Tersedianya Pakaian 143 stel APBD 112.510.000 143 stel 112.510.000
perlengkapannya Dinas beserta KAB
Perlengkapannya
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Tim Pengadaan APBD 225.000
Barang Dan Jasa KAB
2. Honorarium APBD 200.000
Pemeriksa/Penerima Barang dan KAB
Jasa
3. Belanja Pakaian Sipil APBD 5.000.000
Lengkap (PSL) KAB
4. Belanja Pakaian Dinas Harian APBD 80.625.000
(PDH) KAB
5. Belanja Pakaian Sipil Resmi APBD 13.500.000
(PSR) KAB
6. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 12.960.000
Daerah KAB
401 | 01 4.00.04.01 | 03 | 05 | Pengadaan pakaian khusus hari- | Tersedianya Pakaian Kantor BPKAD | 143 stel APBD 95.414.250 143 stel 96.000.000
hari tertentu Batik dan Olahraga Kab.Muba KAB
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Tim Pengadaan Kantor BPKAD APBD 225.000
Barang Dan Jasa Kab.Muba KAB
2. Honorarium APBD 200.000
Pemeriksa/Penerima Barang dan KAB
Jasa
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3. Belanja Pakaian Olahraga APBD 71.500.000
KAB
4. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 23.489.250
Daerah KAB
401 | 01 4.00.04.01 | 05 Program peningkatan Persentase pengelolaan 100 % 138.582.000 100 % 138.525.000
kapasitas sumber daya kepegawaian yang
aparatur dilaksanakan tepat
waktu
401 | 01 4.00.04.01 | 05 | 01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Pengiriman Peserta 3 Orang APBD 50.000.000 3 Orang 50.000.000
Diklat PIM 111 & PIM IV KAB
Uraian Kegiatan
1. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 5.890.000
Daerah KAB
2. Belanja Kontribusi APBD 44.110.000
KAB
401 | 01 4.00.04.01 | 05 | 04 | Peningkatan Kapasitas Teknis Pengiriman Peserta Luar daerah 8 Orang APBD 88.582.000 8 Orang 88.525.000
Aparatur Diklat Pengelolaan Kab. Muba KAB
Keuangan
Uraian Kegiatan
1. Belanja Perjalanan Dinas Luar Luar daerah APBD 44.582.000
Daerah Kab. Muba KAB
2. Belanja Bimbingan Teknis APBD 44.000.000
KAB
401 | 01 4.00.04.01 | 06 Program peningkatan Persentase laporan 100 % 60.610.000 100 % 60.610.000
pengembangan sistem capaian kinerja dan
pelaporan capaian kinerja dan | keuangan yang
keuangan dilaksanakan sangat
tepat
401 | 01 4.00.04.01 | 06 | 01 | Penyusunan laporan capaian Tersusunnya LKjIP Kantor BPKAD | 1 laporan APBD 29.840.000 1 laporan 29.840.000
kinerja dan ikhtisar realisasi Kab. Muba KAB
kinerja SKPD
Tersusunnya LPPD 1 laporan 1 laporan
Tersusunnya LKPJ 1 laporan 1 laporan
Uraian Kegiatan
1. Uang Lembur Non PNS Kantor BPKAD APBD 16.560.000
Kab. Muba KAB
2. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 13.280.000
Daerah KAB
401 | 01 4.00.04.01 | 06 | 05 | Penyusunan Rancangan Kerja Tersusunnya Rancangan Kantor BPKAD | 2 laporan APBD 30.770.000 2 laporan 30.770.000
dan Penetapan Kinerja OPD Kerja dan Penetapan Kab. Muba KAB
Klnerja OPD
Uraian Kegiatan
1. Uang Lembur Non PNS Kantor BPKAD APBD 14.490.000
Kab. Muba KAB
2. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 16.280.000
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Daerah KAB
4.00 URUSAN PEMERINTAHAN 5.683.925.000 5.734.805.000
FUNGSI PENUNJANG
4.00 | 04 KEUANGAN 5.683.925.000 5.734.805.000
4.00 | 04 4.00.04.01 | 17 Program peningkatan dan Predikat laporan WTP - 5.683.925.000 WTP - 5.734.805.000
Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
keuangan daerah
Persentase laporan
OPD benar dan tepat
waktu 90 % 85 %
Tingkat ketepatan
waktu penyampaian
laporan keuangan Tepat Tepat
Tingkat ketepatan
waktu penetapan
APBD Tepat Tepat
90 85
Jumlah penatausahaan Penatausa Penatausa
BMD yang tertib ha ha
400 | 04 4.00.04.01 | 17 | 01 | Penyusunan analisa standar Dokumen ASB BPKAD Kab. 1 Perbup APBD 250.000.000 1 Perbup 250.000.000 [04]
belanja Muba KAB Optimalisasi
Dokumen Standar Biaya 1 1 Birokrasi
Keputusan Keputusan [04.03]
Bupati Bupati Peningkatan
Dokumen Standar 1 1 transparansi
Perjadin Keputusan Keputusan dan
Bupati Bupati akuntabilitas
Uraian Kegiatan pemerintahan
1. Honorarium Panitia Pelaksana BPKAD Kab. APBD 61.400.000 Indeks
Kegiatan Muba KAB Persepsi
2. Honorarium APBD 200.000 Korupsi
Pemeriksa/Penerima Barang dan KAB
Jasa
3. Uang Lembur Non PNS APBD 19.872.000
KAB
4. Belanja Alat Tulis Kantor APBD 14.710.000
KAB
5. Belanja Cetak APBD 23.000.000
KAB
6. Belanja Penggandaan APBD 10.626.000
KAB
7. Belanja Makanan Dan APBD 14.640.000
Minuman Rapat KAB
8. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 59.552.000
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Daerah KAB
9. Belanja Jasa APBD 46.000.000
Narasumber/Tenaga Ahli PNS KAB
4.00 | 04 4.00.04.01 | 17 | 06 | Penyusunanrancangan peraturan | Tersusunnya Raperda BPKAD 1 Perda APBD 300.000.000 1 Perda 300.000.000 [04]
daerah tentang APBD Pra, Pasca dan Perda Kabupaten KAB Optimalisasi
Musi Banyuasin Birokrasi
Uraian Kegiatan [04.03]
1. Honorarium Panitia Pelaksana APBD 55.400.000 Peningkatan
Kegiatan KAB transparansi
2. Honorarium Tim Pengadaan BPKAD APBD 680.000 dan
Barang Dan Jasa Kabupaten KAB akuntabilitas
Musi Banyuasin pemerintahan
3. Honorarium APBD 420.000 Indeks
Pemeriksa/Penerima Barang dan KAB Persepsi
Jasa Korupsi
4. Belanja Alat Tulis Kantor APBD 15.900.000
KAB
5. Belanja Cetak APBD 137.175.000
KAB
6. Belanja Penggandaan APBD 6.000.000
KAB
7. Belanja Makanan Dan APBD 5.200.000
Minuman Rapat KAB
8. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 79.225.000
Daerah KAB
4.00 | 04 4.00.04.01 | 17 | 07 | Penyusunan rancangan peraturan | Tersusunnya Perbup BPKAD 1 Perbup APBD 300.000.000 1 Perbup 300.000.000 [04]
KDH tentang Penjabaran APBD | tentang Penjabaran Kabupaten KAB Optimalisasi
APBD Tahun Anggaran Musi Banyuasin Birokrasi[04.
2022 03]
Uraian Kegiatan Peningkatan
1. Honorarium Tim Pengadaan BPKAD APBD 680.000 transparansi
Barang Dan Jasa Kabupaten KAB dan
Musi Banyuasin akuntabilitas
2. Honorarium APBD 420.000 pemerintahanl
Pemeriksa/Penerima Barang dan KAB ndeks
Jasa Persepsi
3. Belanja Alat Tulis Kantor APBD 10.550.000 Korupsi
KAB
4. Belanja Cetak APBD 180.000.000
KAB
5. Belanja Penggandaan APBD 4.500.000
KAB
6. Belanja Makanan Dan APBD 5.700.000
Minuman Rapat KAB
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7. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 98.150.000
Daerah KAB
400 | 04 4.00.04.01 | 17 | 08 | Penyusunanrancangan peraturan | Tersusunnya Raperda Kantor BPKAD | 2 Dokumen APBD 300.000.000 2 Dokumen 300.000.000 [04]
daerah tentang Perubahan APBD | dan Perda Tentang Kab.Muba KAB Optimalisasi
Perubahan APBD Birokrasi
Kabupaten Musi [04.03]
Banyuasin Tahun 2021. Peningkatan
Uraian Kegiatan transparansi
1. Honorarium Panitia Pelaksana Kantor BPKAD APBD 55.400.000 dan
Kegiatan Kab.Muba KAB akuntabilitas
2. Honorarium Tim Pengadaan APBD 225.000 pemerintahan
Barang Dan Jasa KAB Indeks
3. Honorarium APBD 200.000 Persepsi
Pemeriksa/Penerima Barang dan KAB Korupsi
Jasa
4. Uang Lembur Non PNS APBD 16.560.000
KAB
5. Belanja Alat Tulis Kantor APBD 10.350.000
KAB
6. Belanja Cetak APBD 107.550.000
KAB
7. Belanja Penggandaan APBD 8.421.000
KAB
8. Belanja Makanan Dan APBD 11.970.000
Minuman Rapat KAB
9. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 89.324.000
Daerah KAB
4.00 | 04 4.00.04.01 | 17 | 09 | Penyusunanrancangan peraturan | Tersusunnya Raperbup BPKAD KAB. 2 Dokumen | APBD 300.000.000 2 Dokumen 300.000.000 [04]
KDH tentang Penjabaran dan Perbup Tentang MUBA KAB Optimalisasi
Perubahan APBD Perubahan APBD Birokrasi
Kabupaten Musi [04.03]
Banyuasin Tahun 2021 Peningkatan
Uraian Kegiatan transparansi
1. Honorarium Tim Pengadaan BPKAD KAB. APBD 225.000 dan
Barang Dan Jasa MUBA KAB akuntabilitas
2. Honorarium APBD 200.000 pemerintahan
Pemeriksa/Penerima Barang dan KAB Indeks
Jasa Persepsi
3. Belanja Alat Tulis Kantor APBD 8.000.000 Korupsi
KAB
4. Belanja Cetak APBD 181.500.000
KAB
5. Belanja Penggandaan APBD 7.671.000
KAB
6. Belanja Makanan Dan APBD 9.400.000
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Minuman Rapat KAB
7. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 93.004.000
Daerah KAB
400 | 04 4.00.04.01 | 17 | 10 | Penyusunanrancangan peraturan | Raperda tentang Kantor BPKAD | 1 Raperda APBD 188.000.000 1 Raperda 188.000.000 [04]
daerah tentang Pertanggung jawaban Kab.Muba KAB Optimalisasi
pertanggungjawaban APBD TA.2020 Birokrasilnde
pelaksanaan APBD ks Persepsi
Uraian Kegiatan Korupsi
1. Honorarium Tim Pengadaan Kantor BPKAD APBD 450.000
Barang Dan Jasa Kab.Muba KAB
2. Honorarium APBD 400.000
Pemeriksa/Penerima Barang dan KAB
Jasa
3. Uang Lembur Non PNS APBD 20.664.000
KAB
4. Belanja Alat Tulis Kantor APBD 9.787.100
KAB
5. Belanja Cetak APBD 83.200.000
KAB
6. Belanja Penggandaan APBD 7.788.900
KAB
7. Belanja Makanan Dan APBD 6.100.000
Minuman Rapat KAB
8. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 59.610.000
Daerah KAB
4.00 | 04 4.00.04.01 | 17 | 11 | Penyusunan rancangan peraturan | Raperbub tentang Kabupaten 1 Raperbup | APBD 177.500.000 1 Raperbup 177.500.000 [04]
KDH tentang penjabaran Penjabaran Pertanggung Musi Banyuasin KAB Optimalisasi
pertanggungjawaban jawaban Pelaksanaan Birokrasi
pelaksanaan APBD APBD TA. 2020 Indeks
Uraian Kegiatan Persepsi
1. Honorarium Tim Pengadaan Kabupaten APBD 450.000 Korupsi
Barang Dan Jasa Musi Banyuasin KAB
2. Honorarium APBD 400.000
Pemeriksa/Penerima Barang dan KAB
Jasa
3. Uang Lembur Non PNS APBD 18.942.000
KAB
4. Belanja Alat Tulis Kantor APBD 7.950.500
KAB
5. Belanja Cetak APBD 80.800.000
KAB
6. Belanja Penggandaan APBD 6.247.500
KAB
7. Belanja Makanan Dan APBD 6.100.000
Minuman Rapat KAB
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8. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 56.610.000
Daerah KAB
4.00 | 04 4.00.04.01 | 17 | 20 | Pengembangan dan Pemeliharaan Program Kantor BPKAD | 1 Aplikasi APBD 377.500.000 1 Aplikasi 377.500.000 [04]
Pemeliharaan Sistem Informasi Aplikasi, Database Kab. Muba (12 Bulan KAB (12 Bulan Optimalisasi
Manajemen Daerah (SIMDA) Simda Keuangan 51 OPD) 51 OPD) Birokrasi
Perangkat Daerah Indeks
Uraian Kegiatan Persepsi
1. Uang Lembur Non PNS Kantor BPKAD APBD 46.440.000 Korupsi
Kab. Muba KAB
2. Belanja Alat Tulis Kantor APBD 25.649.000
KAB
3. Belanja Penggandaan APBD 9.711.000
KAB
4. Belanja Makanan Dan APBD 21.960.000
Minuman Rapat KAB
5. Belanja Perjalanan Dinas APBD 75.500.000
Dalam Daerah KAB
6. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 126.240.000
Daerah KAB
7. Belanja Jasa APBD 72.000.000
Narasumber/Tenaga Ahli PNS KAB
4.00 | 04 4.00.04.01 | 17 | 21 | Asistensi dan Verifikasi RKA Tersedianya RKA, BPKAD 4 Jenis APBD 250.000.000 4 Jenis 250.000.000 [04]
dan DPA SKPD RKAP, DPA dan DPPA Kabupaten KAB Optimalisasi
yang Valid dan sesuai Musi Birokrasi
setelah di verifikasi Banyuasin. [04.03]
Uraian Kegiatan frg?];nglﬁgaas?
1. Honorarium Tim Pengadaan BPKAD APBD 250.000 dan P
Barang Dan Jasa '\KAaLbSl;paten KAB akunta_bilitas
i pemerintahan
Banyuasin. Indeks
2. Honorarium APBD 250.000 Persepsi
Pemeriksa/Penerima Barang dan KAB Korupsi
psi
Jasa
3. Belanja Cetak APBD 57.000.000
KAB
4. Belanja Penggandaan APBD 10.500.000
KAB
5. Belanja Makanan Dan APBD 12.480.000
Minuman Rapat KAB
6. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 103.520.000
Daerah KAB
7. Belanja Jasa APBD 66.000.000
Narasumber/Tenaga Ahli PNS KAB

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN




Rencana Kerja (Renja)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

4.00 | 04 4.00.04.01 | 17 | 22 | Penyelenggaraan Kegiatan Terlaksananya Kabupaten 1 Laporan APBD 179.801.000 1 Laporan 179.801.000 [04]
SKPKD pengelolaan dan Musi Banyuasin KAB Optimalisasi
penatausahaan, Birokrasi
pertanggungjawaban Indeks
dana PPKD meliputi Kepuasan
Dana Subsidi, Hibah, Masyarakat
Bantuan Sosial, Bantuan
Keuangan dan
Pembiayaan Daerah dan
penyertaan modal dan
APBD secara
Komprehensif
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana Kabupaten APBD 79.200.000
Kegiatan Musi Banyuasin KAB
2. Uang Lembur Non PNS APBD 20.631.000
KAB
3. Belanja Makanan Dan APBD 6.384.000
Minuman Rapat KAB
4. Belanja Perjalanan Dinas APBD 10.950.000
Dalam Daerah KAB
5. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 62.636.000
Daerah KAB
4.00 | 04 4.00.04.01 | 17 | 23 | Updating Database dan Terpeliharanya sistem Kantor BPKAD | 1 Aplikasi APBD 196.340.000 1 Aplikasi 196.340.000 [04]
Pemeliharaan Pengelolaan SIM informasi manajemen Kab. Muba KAB Optimalisasi
Gaji gaji Birokrasi
Uraian Kegiatan [04'.0 3]
1. Uang Lembur Non PNS Kantor BPKAD APBD 9.660.000 Peningkatan
Kab. Muba KAB transparansi
2. Belanja Penggandaan APBD 4.000.000 dan
KAB akunta_bllltas
3. Belanja Makanan Dan APBD 4.560.000 ?emermtahan
. ndeks
Minuman Rapat KAB Persepsi
4. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 178.120.000 Korupsi
Daerah KAB
4,00 | 04 4.00.04.01 | 17 | 24 | Pelaksanaan Penatausahaan Terlaksananya Kantor BPKAD | 5 Jenis APBD 115.084.000 5 Jenis 115.084.000 [04]
Administrasi Keuangan Daerah penatausahaan Kab. Muba KAB Optimalisasi
administrasi keuangan Birokrasi
daerah [04.03]
Uraian Kegiatan Peningkatan
1. Uang Lembur Non PNS Kantor BPKAD APBD 9.660.000 transparansi
Kab. Muba KAB dan
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2. Belanja Penggandaan APBD 10.000.000 akuntabilitas
KAB pemerintahan
3. Belanja Makanan Dan APBD 18.900.000 Indeks
Minuman Rapat KAB Persepsi
4. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 76.524.000 Korupsi
Daerah KAB
4.00 | 04 4.00.04.01 | 17 | 25 | Publikasi APBD Buku Saku APBD Induk | Kabupaten 100 Buku APBD 100.000.000 100 Buku 100.000.000 [04]
dan Perubahan 2021 Musi Banyuasin KAB Optimalisasi
, Birokrasi[04.
Buku Profil APBD 100 Buku 100 Buku 03]
Induk dan Perubahan Peningkatan
2021 transparansi
Leaflet 2000 2000 dan
Lembar Lembar akuntabilitas
Standing Benner 4 Buah 4 Buah pemerintahanl
Uraian Kegiatan ndeks
1. Honorarium Tim Pengadaan Kabupaten APBD 225.000 Persepsi
Barang Dan Jasa Musi Banyuasin KAB Korupsi
2. Honorarium APBD 200.000
Pemeriksa/Penerima Barang dan KAB
Jasa
3. Belanja Alat Tulis Kantor APBD 5.760.000
KAB
4. Belanja APBD 6.000.000
Kawat/Faksimili/Internet/Intrane KAB
t/TV Kabel/TV Satelit
5. Belanja Jasa Pembuatan Stand APBD 25.000.000
KAB
6. Belanja Cetak APBD 28.500.000
KAB
7. Belanja Penggandaan APBD 4.035.000
KAB
8. Belanja Makanan Dan APBD 2.280.000
Minuman Rapat KAB
9. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 28.000.000
Daerah KAB
4.00 | 04 4.00.04.01 | 17 | 26 | Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya Laporan Kantor BPKAD | 1 Laporan APBD 78.400.000 1 Laporan 78.400.000 [04]
Semesteran APBD Keuangan Semesteran Kab. Muba KAB Optimalisasi
Uraian Kegiatan Birokrasi
[04.03]
1. Uang Lembur Non PNS Kantor BPKAD APBD 7.728.000 Peningkatan
- - Kab. Muba KAB transparansi
2. Belanja Alat Tulis Kantor APBD 4.937.500 dan
_ KAB akuntabilitas
3. Belanja Cetak APBD 19.500.000 pemerintahan
KAB
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4. Belanja Penggandaan APBD 2.062.500 Indeks
KAB Persepsi
5. Belanja Makanan Dan APBD 5.490.000 Korupsi
Minuman Rapat KAB
6. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 38.682.000
Daerah KAB
4.00 | 04 4.00.04.01 | 17 | 27 | Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan Kantor BPKAD | 2 laporan APBD 266.000.000 2 laporan 266.000.000 [04]
Pemerintah Daerah keuangan pemerintah Kab. Muba KAB Optimalisasi
daerah Birokrasi
Uraian Kegiatan [04.03]
1. Uang Lembur Non PNS Kantor BPKAD APBD 12.420.000 Peningkatan
Kab. Muba KAB transparansi
2. Belanja Alat Tulis Kantor APBD 9.875.000 dan
KAB akuntabilitas
3. Belanja Cetak APBD 20.050.000 pemerintahan
KAB Indeks
4. Belanja Penggandaan APBD 3.003.000 Persepsi
KAB Korupsi
5. Belanja Makanan Dan APBD 21.960.000
Minuman Rapat KAB
6. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 198.692.000
Daerah KAB
4.00 | 04 4.00.04.01 | 17 | 28 | Penyusunan Laporan Realisasi Tersusunnya Laporan Kantor BPKAD | 12 laporan APBD 227.500.000 12 laporan 277.500.000 [04]
APBD realisasi APBD Kab. Muba KAB Optimalisasi
Uraian Kegiatan Birokrasi
1. Uang Lembur Non PNS Kantor BPKAD APBD 69.000.000 Indeks
Kab. Muba KAB Persepsi
2. Belanja Alat Tulis Kantor APBD 13.825.000 Korupsi
KAB
3. Belanja Cetak APBD 11.000.000
KAB
4. Belanja Penggandaan APBD 6.819.000
KAB
5. Belanja Perjalanan Dinas APBD 3.600.000
Dalam Daerah KAB
6. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 123.256.000
Daerah KAB
4.00 | 04 4.00.04.01 | 17 | 30 | Monitoring dan Evaluasi Dana Terlaksananya Kabupaten 1 Laporan APBD 129.120.000 1 Laporan 130.000.000 [04]
Hibah, Bantuan Sosial, dan monitoring dan evaluasi Musi Banyusin KAB Optimalisasi
Alokasi Dana Desa (ADD) Dana Hibah Bantuan Birokrasi
Sosial dan Dana Alokasi [04.03]
Dana Desa/ Kel Peningkatan
(ADD/K) dalam transparansi
Kabupaten Musi dan
Banyuasin akuntabilitas
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Uraian Kegiatan pemerintahan
1. Belanja Perjalanan Dinas Kabupaten APBD 88.900.000 Indeks
Dalam Daerah Musi Banyusin KAB Persepsi
2. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 40.220.000 Korupsi
Daerah KAB
4.00 | 04 4.00.04.01 | 17 | 31 | Pengembangan dan Tersedianya Laporan Kabupaten 3 Laporan APBD 202.100.000 3 Laporan 202.100.000 [04]
Pemeliharaan Aplikasi Barang Penetapan status BMD, Musi dan 2 KAB dan 2 Optimalisasi
Milik Daerah Reklasifikasi Aset, Banyuasin, Aplikasi Aplikasi Birokrasi
Pengalihan Status Sekayu (SIMDA (SIMDA [04.03]
Penggunaan BMD dan (Kelurahan BMD dan BMD dan Peningkatan
Up to date Aplikasi Serasan Jaya) Serekat) Serekat) transparansi
BMD dan
Uraian Kegiatan akuntabilitas
1. Honorarium Tim Pengadaan Kabupaten APBD 450.000 pemerintahan
Barang Dan Jasa Musi Banyuasin KAB Indeks
2. Honorarium APBD 400.000 Persepsi
Pemeriksa/Penerima Barang dan KAB Korupsi
Jasa
3. Uang Lembur Non PNS APBD 19.872.000
KAB
4. Belanja Alat Tulis Kantor Kantor BPKAD | 6.00 Jenis APBD 4.720.000
Kab.Muba, KAB
Sekayu,
Kelurahan
Serasan Jaya
5. Belanja Cetak APBD 17.110.000
KAB
6. Belanja Penggandaan Kantor BPKAD | 24.76 APBD 7.428.000
Kab.Muba, Lembar KAB
Sekayu,
Kelurahan
Serasan Jaya
7. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 87.120.000
Daerah KAB
8. Belanja Konsultasi Kantor BPKAD | 1.00 Paket APBD 65.000.000
Pembuatan Perangkat Kab.Muba, KAB
Lunak/Sofware Komputer Sekayu,
Kelurahan
Serasan Jaya
4.00 | 04 4.00.04.01 | 17 | 33 | Penyusunan Laporan Tersedianya Laporan Pemerintah 2 laporan APBD 62.500.000 2 laporan 62.500.000 [04]
Penerimaan dan Pengeluaran Kertas Kerja Barang Kabupaten KAB Optimalisasi
Barang Inventaris Pemerintah Milik Daerah dan Musi Banyuasin Birokrasi[04.
Realisasi Rincian 03]
Belanja Barang Peningkatan
Perangkat Daerah transparansi
Uraian Kegiatan dan
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1. Honorarium Tim Pengadaan Pemerintah APBD 225.000 akuntabilitas
Barang Dan Jasa Kabupaten KAB pemerintahanl
Musi Banyuasin ndeks
2. Honorarium APBD 200.000 Persepsi
Pemeriksa/Penerima Barang dan KAB Korupsi
Jasa
3. Uang Lembur Non PNS APBD 14.904.000
KAB
4. Belanja Alat Tulis Kantor APBD 4.720.000
KAB
5. Belanja Cetak APBD 17.322.400
KAB
6. Belanja Penggandaan APBD 7.110.600
KAB
7. Belanja Makanan Dan APBD 18.018.000
Minuman Rapat KAB
4.00 | 04 4.00.04.01 | 17 | 34 | Penyusunan Laporan Barang Tersedianya Laporan Pemerintah 6 Laporan APBD 300.000.000 6 Laporan 300.000.000 [04]
Milik Daerah BMD Tahunan Kabupaten KAB Optimalisasi
Unaudited, Laporan Musi Birokrasi
BMD Tahunan Audited, Banyuasin. [04.03]
Laporan BMD Peningkatan
Penyusutan Unaudited, transparansi
Laporan Penyusutan dan
BMD Audited, Laporan akuntabilitas
BMD Semesteran dan pemerintahan
Laporan BMD Indeks
Penyusutan Semesteran Persepsi
Uraian Kegiatan Korupsi
1. Uang Lembur Non PNS Pemerintah APBD 37.260.000
Kabupaten KAB
Musi
Banyuasin.
2. Belanja Alat Tulis Kantor APBD 9.065.000
KAB
3. Belanja Cetak APBD 34.440.000
KAB
4. Belanja Penggandaan APBD 7.242.000
KAB
5. Belanja Makanan Dan APBD 14.868.000
Minuman Rapat KAB
6. Belanja Perjalanan Dinas APBD 37.600.000
Dalam Daerah KAB
7. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 159.525.000
Daerah KAB
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4.00 | 04 4.00.04.01 | 17 | 35 | Penghapusan BMD Terlaksananya Kabupaten 10 APBD 188.250.000 10 188.250.000 [04]
Pemusnahan dan Musi Banyuasin | Dokumen KAB Dokumen Optimalisasi
Penghapusan Barang Birokrasi
Milik Daerah yang tidak [04.03]
dapat digunakan, Peningkatan
dimanfaatkan dan/atau transparansi
dipindahtangankan dan dan
Outcome/kualitatifnya akuntabilitas
adalah dapat pemerintahan
meningkatkan Indeks
pengelolaan barang milik Persepsi
daerah yang baik di Korupsi
lingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi
Banyuasin.
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana Kabupaten APBD 69.600.000
Kegiatan Musi Banyuasin KAB
2. Uang Lembur Non PNS APBD 12.420.000
KAB
3. Belanja Penggandaan APBD 7.233.000
KAB
4. Belanja Perjalanan Dinas APBD 8.400.000
Dalam Daerah KAB
5. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 90.597.000
Daerah KAB
400 | 04 4.00.04.01 | 17 | 36 Pemindatanganan BMD Terlaksananya Kabupaten 3 Dokumen APBD 188.250.000 3 Dokumen 188.250.000
Pemindahtanganan Aset | Musi Banyuasin KAB
Kabupaten Pada 58
Perangkat Daerah dan 12
Bagian Setda,
Outcome/kulitatifnya
adalah dapat
meningkatkan
pengelolaan barang milik
daerah yang baik di
lingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi
Banyuasin.
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana Kabupaten APBD 69.600.000
Kegiatan Musi Banyuasin KAB
2. Uang Lembur Non PNS APBD 12.420.000
KAB
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3. Belanja Penggandaan APBD 7.233.000
KAB
4. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 90.597.000
Daerah KAB
5. Belanja Perjalanan Dinas APBD 8.400.000
Dalam Daerah KAB
4.00 | 04 4.00.04.01 | 17 | 37 | Penyusunan Laporan Dana Tersusunnya Laporan Kabupaten 2 Laporan APBD 39.500.000 2 Laporan 39.500.000 [04]
Bergulir dan Dana Penyertaan Triwulan Dana Bergulir Musi Banyuasin KAB Optimalisasi
Modal Pemerintah dan Laporan Triwulan Birokrasi
Dana Penyertaan Modal [04.03]
Pemerintah dan Laporan Peningkatan
Tahunan transparansi
Uraian Kegiatan dan
1. Belanja Penggandaan Kabupaten APBD 11.490.000 akuntabilitas
Musi Banyuasin KAB pemerintahan
2. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 28.010.000 Indeks
Daerah KAB Persepsi
Korupsi
400 | 04 4.00.04.01 | 17 | 38 | Pendataan BMD Tersedianya Data Aset Kabupaten 40 Tanah APBD 72.000.000 40 Tanah 72.000.000 [04]
Tanah dan Bangunan Musi Banyuasin | dan 80 KAB dan 80 Optimalisasi
yang Akurat Bangunan Bangunan Birokrasi
Uraian Kegiatan [04.03]
Peningkatan
1. Uang Lembur Non PNS Kabupaten APBD 9.936.000 transparansi
Musi Banyuasin KAB dan
2. Belanja Penggandaan APBD 6.429.000 akuntabilitas
- - - KAB pemerintahan
3. Belanja Perjalanan Dinas APBD 49.050.000 Indeks
Dalam Daerah KAB Persepsi
4. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 6.585.000 Korupsi
Daerah KAB
4.00 | 04 4.00.04.01 | 17 | 39 | Penilaian dan Pemanfaatan Terlaksananya Penilaian | Kabupaten 10 APBD 137.000.000 10 137.000.000 [04]
BMD untuk pencatatan BMD, Musi Banyuasin | Penilaian KAB Penilaian Optimalisasi
Pemanfaatan BMD, Barang Barang Birokrasi
Pemindahtanganan BMD Milik Milik Indeks
dan Penaksiran Nilai Daeraht Daerah Persepsi
Ganti Rugi BMD Korupsi
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana Kabupaten APBD 49.200.000
Kegiatan Musi Banyuasin KAB
2. Belanja Penggandaan APBD 6.966.000
KAB
3. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 80.834.000
Daerah KAB
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4.00 | 04 4.00.04.01 | 17 | 42 | Penyusunan norma, standar, Penyusunan Regulasi BPKAD 2 Dokumen | APBD 130.080.000 2 Dokumen 130.080.000 [04]
pedoman, dan manual (NSPM) pengelolaan keuangan Kaupaten Musi KAB Optimalisasi
daerah tentang pedoman Banyuasin Birokrasi[04.
pelaksanaan dan 03]
penatausahaan APBD Peningkatan
Uraian Kegiatan transparansi
L. Belanja Alat Tulis Kantor APBD 10.300.000 dan
KAB akuntabilitas
2. Belanja Cetak BPKAD APBD 28.500.000 pemerintahanl
Kaupaten Musi KAB ndeks .
Banyuasin Persepsi
3. Belanja Penggandaan APBD 6.612.000 Korupsi
KAB
4. Belanja Makanan Dan APBD 3.780.000
Minuman Rapat KAB
5. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 43.388.000
Daerah KAB
6. Belanja Jasa APBD 37.500.000
Narasumber/Tenaga Ahli PNS KAB
4.00 | 04 4.00.04.01 | 17 | 44 Penyusunan Rancangan Tersedianya Peraturan BPKAD 1 Raperbup | APBD 98.000.000 Idikato | 1 Raperbup 98.000.000 [04]
Peraturan KDH tentang Bupati Musi Banyuasin KAB.MUBA KAB r Optimalisasi
pedoman akuntansi keuangan tentang Pedoman kegiatan Birokrasi
daerah Penatausahaan masih Indeks
Persediaan di akan Persepsi
Lingkungan Pemerintah disesuaik Korupsi
Kabupaten Musi an
Banyuasin yang
digunakan untuk acuan
dan keseragaman dalam
pengelolaan persediaan.
Uraian Kegiatan
1. Belanja Alat Tulis Kantor APBD 4.937.500
KAB
2. Belanja Cetak BPKAD APBD 14.000.000
KAB.MUBA KAB
3. Belanja Penggandaan APBD 3.652.500
KAB
4. Belanja Makanan Dan APBD 4.880.000
Minuman Rapat KAB
5. Belanja Perjalanan Dinas APBD 26.300.000
Dalam Daerah KAB
6. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 36.630.000
Daerah KAB
7. Belanja Jasa APBD 7.600.000
Narasumber/Tenaga Ahli PNS KAB

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN




Rencana Kerja (Renja)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

4.00 | 04 4.00.04.01 | 17 | 47 | Pengelolaan e-Budgeting Sistem Penganggaran BPKAD Kab 1 Sistem APBD 100.000.000 1 Sistem 100.000.000 [04]
Elektronik Muba KAB Optimalisasi
Uraian Kegiatan Birokrasi
1. Belanja Alat Tulis Kantor BPKAD Kab APBD 9.629.000 [04.03]
Muba KAB Peningkatan
2. Belanja Penggandaan APBD 1.391.000 transparansi
KAB dan
3. Belanja Makanan Dan APBD 12.960.000 akuntabilitas
Minuman Rapat KAB pemerintahan
4. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 54.420.000 Indeks
Daerah KAB Persepsi
5. Belanja Jasa APBD 21.600.000 Korupsi
Narasumber/Tenaga Ahli PNS KAB
4,00 | 04 4.00.04.01 | 17 | 48 | Pengamanan dan pengendalian Terlaksananya Kantor BPKAD | 3 Dokumen APBD 81.000.000 3 Dokumen 81.000.000 [04]
BMD Pengamanan Barang Kabupaten KAB Optimalisasi
Milik Daerah Pada 58 Musi Banyuasin Birokrasi[04.
Perangkat Daerah dan 12 03]
Bagian Setda Peningkatan
Uraian Kegiatan transparansi
1. H_onorarium Panitia Pelaksana Kantor BPKAD APBD 35.850.000 gigntabilitas
Kegiatan Kabqpaten _ KAB pemerintahanl
Musi Banyuasin ndeks
2. Uang Lembur Non PNS APBD 4.968.000 Persepsi
KAB Korupsi
3. Belanja Penggandaan APBD 6.885.000
KAB
4. Belanja Sewa Sarana APBD 7.500.000
Mobilitas Darat KAB
5. Belanja Makanan Dan APBD 1.512.000
Minuman Rapat KAB
6. Belanja Perjalanan Dinas APBD 17.700.000
Dalam Daerah KAB
7. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 6.585.000
Daerah KAB
4,00 | 04 4.00.04.01 | 17 | 50 | Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA- PPAS Kantor BPKAD | 1 Buku APBD 350.000.000 1 Buku 350.000.000 [04]
Induk Kab. Musi KAB Optimalisasi
Banyuasin Birokrasi
Dokumen KUA-PPAS 1 Buku 1 Buku [04.03]
Perubahan Peningkatan
Uraian Kegiatan transparansi
1. Honorarium Panitia Pelaksana Kantor BPKAD APBD 96.800.000 dan
Kegiatan Kab. Musi KAB akuntabilitas
Banyuasin pemerintahan
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2. Honorarium Tim Pengadaan APBD 2.720.000 Indeks
Barang Dan Jasa KAB Persepsi
3. Honorarium APBD 1.680.000 Korupsi
Pemeriksa/Penerima Barang dan KAB
Jasa
4. Uang Lembur Non PNS APBD 6.210.000
KAB
5. Belanja Alat Tulis Kantor APBD 19.188.400
KAB
6. Belanja Cetak APBD 77.630.000
KAB
7. Belanja Penggandaan APBD 9.895.600
KAB
8. Belanja Makanan Dan APBD 70.000.000
Minuman Rapat KAB
9. Belanja Perjalanan Dinas Luar APBD 65.876.000
Daerah KAB

TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG :

15.208.009.400

TOTAL BELANJA LANGSUNG :

9.823.793.150

TOTAL BELANJAPD (BTL+BL) :

25.031.802.550

Jumlah total : (50 kegiatan)
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLA,

Rencana Kerja (Renja)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

BAB |V

KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rencana Kerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan dalam lingkup Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Setiap program dan

kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target

tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah

ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu

dengan yang lainnya. Adapun Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun

2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

URAIAN

Anggaran pada

Tahun 2021
1) (2)
TOTAL PENDANAAN RENCANA KERJA TA 2021 9.823.793.150
3.01 | 01 | 4.00.03.01 | 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.284.151.900
3.01 | 01 | 4.00.03.01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 638.558.750
3.01 | 01 | 4.00.03.01 | 01 | 05 | Penyediaan jasa Jaminan Barang Milik Daerah 124.400.000
3.01 | 01 | 4.00.03.01 | 01 | 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 30.000.000
dinas/operasional
3.01 | 01 | 4.00.03.01 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor 198.100.000
3.01 | 01 | 4.00.03.01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 198.193.150
3.01 | 01 | 4.00.03.01 | 01 | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 69.000.000
bangunan kantor
3.01 | 01 | 4.00.03.01 | 01 | 14 | Penyediaan peralatan rumah tangga 80.000.000
3.01 | 01 | 4.00.03.01 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 50.000.000
undangan
3.01 | 01 | 4.00.03.01 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman 108.800.000
3.01 | 01 | 4.00.03.01 | 01 | 18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 250.000.000
3.01 | 01 | 4.00.03.01 | 01 | 19 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 106.800.000
3.01 | 01 | 4.00.03.01 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis 1.430.300.000
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Perkantoran

3.01 | 01 | 4.00.03.01 | 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 448.600.000

3.01 | 01 | 4.00.03.01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 350.000.000

3.01 | 01 | 4.00.03.01 | 02 | 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 98.600.000

3.01 | 01 | 4.00.03.01 | 03 Program peningkatan Disiplin Aparatur 207.924.250

3.01 | 01 | 4.00.03.01 | 03 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 112.510.000

3.01 | 01 | 4.00.03.01 | 03 | 05 | Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 95.414.250

3.01 | 01 | 4.00.03.01 | 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 138.582.000

3.01 | 01 | 4.00.03.01 | 05 | 01 | Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000

3.01 | 01 | 4.00.03.01 | 05 | 04 | Peningkatan Kapasitas Teknis Pegawai 88.582.000

3.01 | 01 | 4.00.03.01 | 06 Progl.'am r.:eni.ngkatan pengembangan sistem pelaporan 60.610.000
capaian kinerja dan keuangan

3.01 | 01 | 4.00.03.01 | 06 | 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 29.840.000
kinerja SKPD

3.01 | 01 | 4.00.03.01 | 06 | 05 | Penyusunan Rancangan Kerja dan Penetapan Kinerja OPD 30.770.000

4.00 | 03 | 4.00.03.01 | 15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan 5.683.925.000
keuangan daerah

4.00 | 03 | 4.00.03.01 | 17 | 01 | Penyusunan analisa standar belanja 250.000.000

4.00 | 03 | 4.00.03.01 | 17 | 06 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 300.000.000

4.00 | 03 | 4.00.03.01 | 17 | 07 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran 300.000.000
APBD

4.00 | 03 | 4.00.03.01 | 17 | 08 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 300.000.000
Perubahan APBD

4.00 | 03 | 4.00.03.01 | 17 | 09 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran 300.000.000
Perubahan APBD

4.00 | 03 | 4.00.03.01 | 17 | 10 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 188.000.000
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

4.00 | 03 | 4.00.03.01 | 17 | 11 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran 177.500.000
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

4.00 | 03 | 4.00.03.01 | 17 | 20 | Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi 377.500.000
Manajemen Daerah (SIMDA)

4.00 | 03 | 4.00.03.01 | 17 | 21 | Asistensi dan Verifikasi RKA dan DPA SKPD 250.000.000

4.00 | 03 | 4.00.03.01 | 17 | 22 | Penyelenggaraan Kegiatan SKPKD 179.801.000

4.00 | 03 | 4.00.03.01 | 17 | 23 | Updating Database dan Pemeliharaan Pengelolaan SIM Gaji 196.340.000

4.00 | 03 | 4.00.03.01 | 17 | 24 | Pelaksanaan Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah 115.084.000

4.00 | 03 | 4.00.03.01 | 17 | 25 | Publikasi APBD 100.000.000

4.00 | 03 | 4.00.03.01 | 17 | 26 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran APBD 78.400.000

4.00 | 03 | 4.00.03.01 | 17 | 27 | Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 266.000.000

4.00 | 03 | 4.00.03.01 | 17 | 28 | Penyusunan Laporan Realisasi APBD 227.500.000

4.00 | 03 | 4.00.03.01 | 17 | 30 | Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah, Bantuan Sosial, dan 129.120.000
Alokasi Dana Desa (ADD)

4.00 | 03 | 4.00.03.01 | 17 | 31 | Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Barang Milik 202.100.000
Daerah

4.00 | 03 | 4.00.03.01 | 17 | 33 | Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang 62.500.000
Inventaris Pemerintah

4.00 | 03 | 4.00.03.01 | 17 | 34 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 300.000.000

4.00 | 03 | 4.00.03.01 | 17 | 35 | Penghapusan BMD 188.250.000

4.00 | 03 | 4.00.03.01 | 17 | 36 | Pemindatanganan BMD 188.250.000

4.00 | 03 | 4.00.03.01 | 17 | 37 | Penyusunan Laporan Dana Bergulir dan Dana Penyertaan 39.500.000
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Modal Pemerintah

4.00 | 03 | 4.00.03.01 | 17 | 38 | Pendataan BMD 72.000.000
4.00 | 03 | 4.00.03.01 | 17 | 39 | Penilaian dan Pemamfaatan BMD 137.000.000
4.00 | 03 | 4.00.03.01 | 17 | 42 | Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Norma (NSPM) 130.080.000
4.00 | 03 | 4.00.03.01 | 17 | 44 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang pedoman 98.000.000
akuntansi keuangan daerah
4.00 | 03 | 4.00.03.01 | 17 | 47 | Pengelolaan e - Budgeting 100.000.000
4.00 | 03 | 4.00.03.01 | 17 | 48 | Pengamanan dan Pengendalian BMD 81.000.000
4.00 | 03 | 4.00.03.01 | 17 | 48 | Penyusunan KUA dan PPAS 350.000.000
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BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2021 merupakan Dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman
pada Reviu Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun
2017-2022 dan mengacu pada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
Tahun 2021. Rencana kerja dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan
prioritas program dan kegiatan, dan sebagai alat pengendali dalam
menyelaraskan program kerja yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. untuk mendukung visi
Muba®“ Menuju Muba Maju Berjaya 2022 “ tidak akan tercapai tanpa
dukungan seluruh aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Keberhasilan dalam pelaksanaan Renja (Rencana Kerja) sangat ditentukan
oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan peran

masing-masing secara optimal.

Untuk Tahun 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin merencanakan 2 (dua) tujuan, 4 (empat) sasaran
dengan 6 (enam) kebijakan didukung dengan 6 (enam) indikator pencapaian

kinerja sasaran dengan 6 (enam) program dan 50 kegiatan.

Dalam Pencapaian program dan kegiatan tersebut sesungguhnya
sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang
memadai. Selain itu diperlukan adanya keserasian dan kerjasama antar bidang
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di jajaran BPKAD sebagai unsur perencanaan sekaligus pelaksanaan dari
kegiatan dan program yang akan dilaksanaakan pada Tahun 2021.
Demikian Rencana Kerja (Renja) ini disusun sebagai acuan untuk

pelaksanaan kegiatan Tahun 2021.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET AERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

MIRWAN SUSANTO, SE,. MM

PEMBINA TK. | (IV/b)
NIP. 19751029 200003 1 002
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